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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHITBAH PEREMPUAN 

DALAM MASA ‘IDDAH (Studi Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan 

Sruweng Kabupaten Kebumen) 

 

ABSTRAK 

Fajrul Falakh At Thaliban 

NIM.2017302007 

 

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

Perempuan yang menjalani masa ‘iddah dilarangan untuk dikhitbah, 

tetapi di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, dijumpai seseorang 

laki-laki dan perempuan yang akan mendaftar nikah tetapi perempuan itu masih 

dalam masa ‘iddah. Penelitian ini pertama mengkaji tinjauan hukum Islam 

terhadap khitbah perempuan dalam masa ‘iddah yang terjadi di Kecamatan 

Sruweng. Kedua meninjau perspektif hukum Islam terhadap pendaftaran nikah di 

KUA atas perempuan yang dikhitbah dalam masa ‘iddah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan pendekatan 

yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Sumber data primer penelitian ini 

yaitu hasil wawancara dengan kepala KUA dan pasangan yang hendak 

mendaftarkan nikah pada saat perempuan dalam masa ‘iddah. Data sekunder 

penelitian ini yaitu foto, data pendaftaran nikah dalam ‘iddah serta literatur-

literatur yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data melalui teknik 

wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data menggunakan teknik reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Untuk menjawab dua tujuan yang dirumuskan oleh peneliti tersebut 

diatas maka penelitian ini menyimpulkan, pertama tinjauan hukum Islam terhadap 

khitbah perempuan dalam masa ‘iddah ialah dilarang, hal itu terjadi karena 

ketidaktahuan masyarakat. Hukum peminangan tersebut dilarang belandaskan al-

Quran surat al-Baqarah ayat 228, hadis nabi, KHI pasal 12 ayat 1 dan 2, serta 

pendapat para ahli fikih, karena perempuan itu sedang menjalani ‘iddah talak ‘raji 

dan mantan suaminya masih berhak rujuk kepada perempuan tersebut. Kedua 

terkait pendaftaran nikah dalam masa ‘iddah hal tersebut dilarang karena ketika 

melakukan pendaftaran nikah dapat dipastikan terjadi kesepakatan antara kedua 

pihak untuk menikah, dan sebelum proses pendaftaran nikah terjadi pasti ada 

proses khitbah yang dilakukan. KUA Kecamatan Sruweng menggunakan dasar 

hukum syar’i yang melarang peminangan dalam masa ‘iddah dan UU Perkawinan 

pasal 2 ayat 1. Kedudukan mendaftarkan nikah memiliki tingkat keseriusan yang 

lebih. Dan mantan suami dari perempuan yang masih dalam masa ‘iddah memiliki 

hak untuk merujuknya, pada saat masa ‘iddah masih berlangsung. 

 

Kata Kunci: hukum Islam, khitbah, masa ‘iddah, pendaftaran nikah 
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MOTTO 

“Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalan untuk menemukanmu” 

Ali bin Abi Thalib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

PERSEMBAHAN 

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang telah 

Allah SWT berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan skripsi ini saya 

selesaikan untuk menempuh ke jenjang selanjutnya. 

Tak lupa pula, saya selalu mengucapkan terimakasih kepada kedua orang 

tua saya, Bapak Muh. Sholih AM. dan Ibu Marchumah, kakak kandung saya dan 

kakak ipar saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tak ternilai 

lur biasa. Dan saya ucapkan terimakasih kepada. 

Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak 

pernah berhenti kalian berikan kepadaku. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan 

semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Khitbah Perempuan dalam Masa ‘Iddah (Studi Pendaftaran Nikah 

di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)”. Skripsi ini guna memenuhi 

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri 

Purwokerto. 

Dalam penyusunan skripsi ini, atas bantuan yang telah diberikan dalam 

bentuk sarana, prasarana, kritik, motivasi, dan bimbingan, saya ucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri UIN Prof. 

K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 

2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri 

Purwokerto 

4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 



 
 

ix 
 

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  

6. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah memberikan bimbingan, kritik, saran yang diberikan, terimakasih 

atas pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengoreksi guna 

penyelesaian skripsi ini. 

7. Muh Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri 

Purwokerto 

8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu 

Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H 

Saifuddin Zuhri Purwokerto 

9. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri 

Purwokerto 

10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 

11. Kepada anggota keluarga saya Bapak Muh. Sholih AM., Ibu Marchumah, 

dan Kakak-kakak saya Aini Najihah, M. Hasan Syafe’i, Ana Muhlihah, 

Saiful Bakhri, dan Dewi Wahyu Lela yang tidak henti-hentinya 

memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tidak pernah putus serta 

kasih sayang yang tulus kepada saya. 



 
 

x 
 

12. Bapak/Ibu masyarakat muslim Kecamatan Sruweng yang saya wawancarai 

dan telah memberikan informasi, data, serta do’a baiknya demi 

terselesaikanya skripsi ini. 

13. Teman-teman HKI angkatan 2020 terkhusus Kelas HKI A, Teman-teman 

PPL Pengadilan Negeri Kebumen Periode 1 Tahun 2023, Teman-teman 

KKN 52 Desa Jabres Tahun 2023, Teman-teman Pesantren Mahasiswa An 

Najah Purwokerto terkhusus Angkatan 2021 terutama Yusuf, Jatin, Nova. 

Untuk kalian terimakasih telah hadir di perjalanan kuliah penulis sehingga 

memberi kesan yang membahagiakan dan penuh warna. 

14. Kepada diri saya sendiri terimakasih telah bertahan mulai dari penyusunan 

sampai selesainya skripsi ini terimakasih telah berjuang dari banyaknya 

tantangan dan rintangan yang dijalani. 

15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca 

sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. 

Purwokerto, 4 Juli 2024 

 

 

 

 

 

Fajrul Falakh At Thaliban 

NIM. 2017302007 

 



 
 

xi 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI  

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 

tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf 

dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 

Transliterasinya dengan huruf  Latin. 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر
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 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ  te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ....‘... koma terbalik di atas‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q ki ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m Em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ..'.. apostrof ء

 ya y ye ي

 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
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a) Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

Fathah a a 

 

Kasrah  i i 

 Dammah  u u ــُـ

Contoh:  

 kataba -   كتب 

 fa‘ala - فعل

 żukira - ذ كر

يذهب    - yażhabu 

 suila- سئل

b) Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama  Gabungan huruf Nama  

 Fathah dan ya ai a dan i .... ى

 Fathah dan wau au a dan u ....و

Contoh: 

 kaifa -   كيف

 haula -    هول
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c) Maddah 

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama  
Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ....ا  ....ى

 Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas ...ى

..و
و
.. Dammah dan waw Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla - قال

 ramā - رمي

 qīla - قيل

 yaqūlu - يقول

d) Ta' Marbutah  

       Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

1) Ta Marbutah hidup  

 Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan 

dammah, transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta' Marbutah mati  

 Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
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maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

 raudatul al-atfal    -    روضة الاطفال 

- raudatu al-atfal 

 al-Madīnah al-Munawwarah   -    المدينة المنورة

- al-Madīnatul Munawwarah 

e) Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan   sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh:  

 rabbanā - ربنا

 nazzala - نزل

 al-birr - البر

 nu'ima - نعم

 al-hajju - الحج

f) Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh 

huruf qomariah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti 

berikut: 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sambung/hubung. 

Contoh: 

 ar-rajulu -  الرجل

 asy-syamsu -  الشمش

 al-badi'u -  البديع

 as-sayyidatu -  السيدة

 al-qalamu -  القلم

 al-jalālu -  الجلال

g) Hamzah  

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan 

akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 
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1) Hamzah di awal: 

 umirtu -  امرت

لاك   - akala 

2) Hamzah ditengah: 

 takhużūna - تأ خذون

 takulūna - تأ كلون

3) Hamzah di akhir: 

 syaiun -  شيء

 an-nauu -  النوء

h) Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. 

Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 

cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: 

 .Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn -               لوو خير الرازقينو ان الله

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn. 

 .Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna -                فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna. 

 

مرسوا بسم الله مجرها و                   - Bismillāhi majrehā wa mursāhā. 
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  Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti -                  و لله على الناس حج البيت

       manistatā‘a ilaihi sabīlā. 

من الستطاع اليه سبيلا                  - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti  

       manistatā‘a ilaihi sabīlā. 

i) Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap  huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  

 .Wa mā Muhammadun illā rasūl -       و ما محمد الا رسول

 

  Inna awwala baitin wudi‘a  lin-nāsi – ذي ببكة مباركاان اول بيت و ضع للناس لل

      lillażī Bi Bakkata mubārakan. 

 

 Syahru Ramadāna al-lażī unzila fīhi -     شور رمضان الذي انزل فيه القران

      al-Qurānu. 

 

 .Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni -       ولقد راه بالفق المبين

 

 .Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna -        الحمدلله رب العلمين
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak digunakan. 

Contoh: 

 .Nasrum minallāhi wa fathun qarīb -      نصر من الله و فتح قريب 

 

 .Lillāhi al-amru jamī'an -       لله الامر جميعا 

- Lillāhil amru jamī'an. 

 .Wallāhu bikulli syaiin ‘alīmun -      والله بكل شيء عليم 

j) Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hubungan pernikahan antara suami istri bisa putus jika dijumpai 

penyebab yang melatarbelakanginya, yaitu wafat, perceraian, dan putusan 

pengadilan. Ditemukannya perihal perceraian menjadikan Islam membuat 

aturan adanya waktu tunggu untuk seorang istri yang disebut masa ‘iddah. 

Seluruh kaum muslim sependapat terhadap hukum ‘iddah yang bersifat wajib, 

sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 

yang artinya “Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka 

menunggu tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa 

yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada 

mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka 

para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut 

cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. 

Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”
1
 

‘Iddah merupakan periode tertentu yang wajib dilaksanakan dan 

ditunggu oleh perempuan yang dicerai suaminya atau ditinggal mati 

suaminya dengan larangan melangsungkan pernikahan baru. ‘Iddah yaitu 

hari-hari yang dihitung dan digunakan bagi seorang perempuan selama ia suci 

dari haid. 

                                                           
1 Ahmad Yajid Baidowi, “Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki 

Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqiih 

Islam,” El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 162. 
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Esensi dari ‘iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh perempuan 

yang telah bercerai dari suaminya agar bisa menikah lagi untuk mengetahui 

bersih rahimnya atau untuk menjalankan perintah Allah. Yang melakukan 

‘iddah tersebut ialah istri yang bercerai dari suaminya, bukan suami. 

Keharusan melakukan masa ‘iddah tersebut wajib dilaksanakan bagi istri 

yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, 

sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak.  Setiap istri yang putus 

pernikahannya, wajib menjalani masa ‘iddah, melainkan apabila istri yang 

dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum berhubungan qabla al-

dukhul.
2
 

Diwajibkannya ‘iddah bagi istri karena pada masa ‘iddah terdapat 

banyak keuntungan untuk keluarga, masyarakat, suami maupun istri. ‘Iddah 

bisa melindungi dan merawat keturunan dari tercampurnya laki-laki lain yang 

ingin dinikahi. Kesucian istri dapat dilihat ketika masa ‘iddah yang 

dibuktikan dengan kosongnya rahim dari adanya janin. Hukum ‘iddah bagi 

istri yang ditalak jika dikaitkan sesuai argumen yaitu bertujuan melihat 

barangkali hamil atau tidak, singkatnya untuk mengetahui kehamilan istri dan 

menentukan kebersihan rahim. Berlandaskan penjelasan di atas merupakan 

pertanda terdapatnya kepatuhan, komitmen dan penghargaan dari istri sebagai 

ungkapan bukti duka cita atas meninggalnya suami.
3
 

                                                           
2 Firdaweri, “Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan 

Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,” Jurnal Asas, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 

88–115. 
3
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, cet.II (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 190. 
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Terdapat beberapa hukum yang bertautan terhadap perempuan yang 

melaksanakan masa ‘iddah. Salah satu dari hukum tersebut yaitu dilarang 

untuk menerima lamaran. Selain suami dilarang meminang secara terang-

terangan perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah, tanpa peduli apakah 

wanita ini adalah istri yang ditalak ataukah perempuan yang ditinggal mati 

suaminya karena perempuan yang ditalak melalui talak raj’i masih dalam 

hukum perkawinan, maka dilarang melamarnya. Juga karena masih tetap 

adanya berbagai dampak perkawinan bagi istri yang ditalak tiga, atau yang 

suaminya meninggal dunia. Juga dilarang meminang perempuan yang sedang 

dalam masa ‘iddah secara sindiran.
4
 

Ulama ahli fikih sudah bersetuju bahwa mengkhitbah secara sarih 

(jelas) atau melakukan perjanjian menikah dengan wanita dalam keadaan 

tersebut hukumnya haram. Baik ‘iddah tersebut adalah ‘iddah wafat, ‘iddah 

talak raj’i, atau talak bain.
 5

 Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT 

surat al-Baqarah ayat 235 yang artinya, 

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang 

perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu 

sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan 

menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji 

secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar 

mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu 

menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa ‘iddah. 

Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. 

Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyantun.
6
 

 

                                                           
4 Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, Cetakan 1, Terj. Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 557-558. 
5 Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam, hlm. 26. 
6 Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 51. 
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Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam KHI 

pasal 12 ayat 1 dan 2 “Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita 

yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa ‘iddahnya. 

Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa ‘iddah raj’i, haram 

dan dilarang untuk dipinang”. 

Dapat disimpulkan, bahwa peminangan dapat dilangsungkan pada 

wanita perawan atau janda yang masa ‘iddahnya telah berakhir. Sedangkan 

wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah wafat, ‘iddah talak raj’i, atau 

talak bain haram dan tidak boleh hukumnya untuk dipinang. Sebagaimana 

diketahui bahwa khitbah atau peminangan dikatakan sah jika memang 

memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Namun demikian di dalam praktik 

masa ‘iddah ketetapan-ketetapan tersebut adakalanya tidak dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. Ketimpangan hukum antara yang semestinya 

dijalankan sesuai ketetapan hukum syara’ dengan praktik masyarakat pada 

umumnya menjadi permasalahan hukum. Tidak sedikit kemungkinan terjadi 

proses khitbah yang dilangsungkan kepada seorang wanita yang masih 

menjalani masa ‘iddahnya. Padahal seperti yang telah dipaparkan di atas hal 

tersebut dilarang dan haram dilakukan. Hal tersebut pernah di jumpai dalam 

pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. 

Adapun kasus yang terjadi adalah terdapat calon mempelai pria dan 

mempelai wanita mendaftarkan dirinya untuk melangsungkan akad 

pernikahan namun pada saat mendaftarakan akad pernikahan ternyata calon 

mempelai wanita masih dalam menjalankan masa ‘iddah dengan mantan 
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suaminya yang disebabkan karena perceraian. Dengan kata lain perempuan 

tersebut mendaftar pernikahan dengan laki-laki pada saat masa ‘iddah mantan 

suaminya yang dicerai hidup secara resmi. Pendaftaran pernikahan yang 

dilakukan oleh calon mempelai pria dan wanita tersebut ditolak oleh petugas 

KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, mereka dapat melakukan 

pendaftaran nikah setelah masa ‘iddah perempuan itu selesai dan ketika 

berkas pendaftaran nikah tersebut telah diperbarui sesuai dengan tanggal 

berakhirnya masa ‘iddah. Sebelum pendaftaran pernikahan tentunya terjadi 

proses khitbah atau peminangan, melihat dari kasus tersebut dimana calon 

mempelai pria dan wanita mendaftarkan pernikahannya pada saat perempuan 

menjalani masa ‘iddah tentu jelas proses khitbah pun terjadi pada saat 

perempun sedang menjalani masa ‘iddah dengan mantan suaminya. Khitbah 

atau peminangan seringkali diisyaratkan dengan pemberian hantaran oleh 

pihak pria kepada pihak wanita, namun arti khitbah itu sendiri menurut 

Wahbah Zuhailiy, “khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki 

untuk menikah dengan seorang wanita, kemudian pihak wanita memberitakan 

hal tersebut kepada walinya”.
7
 Jadi mengajak seorang perempuan untuk 

melangsungkan pernikahan dan juga sampai mendaftarkan dirinya untuk 

melangsungkan akad itu sudah termasuk dalam proses khitbah atau 

peminangan. 

Melihat peristiwa yang terjadi sebagaiamana yang sudah diterangkan 

di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian untuk 

                                                           
7 Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, “Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya 

Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia”, Jurnal Fikiran Masyarakat, 

Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 78. 
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mengetahui bagaiaman tinjauan hukum Islam terhadap khitbah perempuan 

dalam masa ‘iddah di Kecamatan Sruweng dan bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap terhadap pendaftaran nikah di KUA atas perempuan yang 

dikhitbah pada saat masa ‘iddah, terkait hal tersebut maka peneliti memberi 

judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitbah Perempuan dalam 

Masa ‘Iddah”. 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan pemaparan dari arti suatu istilah 

yang secara efektif mendeskripsikan penelitian yang dilaksanakan. Definisi 

operasional diperlukan untuk mengatasi kekeliruan penafsiran dan perbedaan 

interpretasi yang bertautan dengan istilah yang digunakan dalam judul skripsi. 

Sesuai dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitbah 

Perempuan dalam Masa ‘Iddah”, maka definisi operasional yang harus 

dijelaskan adalah: 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam merupakan sistem aturan dan prinsip yang berasal 

dari sumber-sumber hukum Islam utama, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma' 

(konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Tinjauan terhadap 

hukum Islam meliputi berbagai bidang, antara lain hukum keluarga Islam 

yang mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan, hukum ekonomi 

Islam yang mencakup transaksi keuangan yang halal, hukum 

konstitusional Islam yang mengatur tata pemerintahan berdasarkan 

prinsip-prinsip Islam, serta hukum pidana Islam yang mengatur 
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pelanggaran-pelanggaran hukum dan hukuman yang diterapkan dalam 

konteks hukum Islam. 

2. Khitbah (Peminangan) 

Khitbah dan al-khatab bersumber dari bahasa Arab dan dari kata 

yang sama yang bermakna pembicaraan dan jika berkaitan ihwal 

perempuan, maka maksud yang pertama kali ditangkap ialah 

pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya, 

ringkasnya, khitbah bermakna pembicaraan yang berhubungan dengan 

lamaran untuk menikah. Sedangkan istilah peminangan bersumber dari 

kata pinang-meminang, yang bermakna memohon seorang wanita untuk 

dijadikan istri dan bersinonim dengan kata melamar, dan dalam bahasa 

Arab dinamakan khitbah, yang berarti memohon seorang wanita untuk 

dijadikan istri atau guna terlibat dalam ikatan perkawinan antara seorang 

pria dan seorang wanita dengan aturan yang baik dan umumnya terjadi di 

masyarakat.
8
 

3. ‘Iddah 

‘Iddah menurut etimologi berawal dari kata kerja ‘adda – 

ya’uddu yang bermakna menghitung sesuatu iḥṣa’u al-syai’. ‘Iddah 

diperoleh dari kata al-add dan al-ihsha, yaitu sesuatu yang dihitung oleh 

wanita atau menghitung pada beberapa hari dan masa. ‘Iddah adalah 

nama waktu bagi wanita untuk menunggu dan menahan untuk menikah 

setelah meninggalnya suami atau bercerai dengannya. Artinya, istri 

                                                           
8 Andi Darussalam, “Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW),” Tahdis: 

Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 162.  
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menunggu untuk memastikan rahimnya berisi atau kosong dari 

kandungan. Oleh sebab itu, ia diwajibkan menunggu dalam waktu yang 

ditetapkan.
9
 

C. Rumusan Masalah 

Beralaskan latar belakang masalah yang dijelaskan oleh penulis di 

atas, maka rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap khitbah perempuan dalam 

masa ‘iddah yang terjadi di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendaftaran nikah di KUA 

atas perempuan yang dikhitbah dalam masa ‘iddah? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

khitbah perempuan dalam masa ‘iddah yang terjadi di Kecamatan 

Sruweng Kabupaten Kebumen. 

b. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

pendaftaran nikah di KUA atas perempuan yang dikhitbah dalam 

masa ‘iddah. 

2. Manfaat Penelitian 

Karena terdapatnya alasan yang hendak didapat pada penelitian 

ini, maka diharapkan bisa memberi kemaslahatan dan kegunaan antara 

lain: 

                                                           
9 Alfiyatul Rizqiyah, “Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa ‘Iddah Ditinjau Dari 

Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten 

Brebes),” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 4.  
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a. Secara Teoritis 

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini ialah untuk 

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengetahuan untuk 

membantu mengembangkan daya pikir peneliti perihal tinjauan 

hukum Islam terhadap khitbah perempuan dalam masa ‘iddah. 

b. Secara Praktik 

Secara praktik, fungsi dari penelitian ini adalah dapat 

membagikan wawasan, keterampilan, dan pengalaman bagi penulis 

sehingga dapat mereka gunakan untuk menerapkan ilmu yang 

dipelajari selama studi. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini 

dapat memperoleh manfaat dan berguna bagi banyak orang. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian purstaka dari pe rnerlitian ini berrisi te rmu ran pe rnerlitian 

serberlu rmnya me rngernai surbjerk yang re rlervan digu rnakan serbagai lite rratu rr atau r 

permbe rda te rrhadap perne rlitian yang akan dilaksanakan ole rh pernurlis. Su rmbe rr 

perne rlitian yang digurnakan pe rnurlis se rbagai pe rmbanding derngan pe rnerlitian 

pernurlis yaitu r: 

Perrtama, skripsi Surkma Pandur Aji di U rIN Prof. K.H. Saifurddin 

Zurhri Pu rrwokerrto tahurn 2023 de rngan jurdurl “Rerspons Pernghurlur Te rrhadap 

Surrat Erdaran Kerme rnte rrian Agama Terntang Perrkawinan dalam Masa ‘Iddah 

Istri (Stu rdi Kasurs Pernghurlu r Kantor U rrursan Agama di Kaburpate rn 

Purrbalingga)” yang me rmbahas te rntang rerspons pernghurlu r Kantor U rrursan 

Agama di Kabu rpate rn Purrbalingga te rrhadap Surrat E rdaran Nomor: 
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P.005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 yang diburat Ke rme rnte rrian Agama pada tahu rn 

2021 terntang Pe rrkawinan Dalam Masa ‘Iddah Istri. Hasil pernerlitian ini 

me rnurnjurkan bahwa rerspon pernghurlu r me rnerrima dan me rlakurkan derngan 

maksurd urnturk me rncergah te rrjadinya poligami te rrserlu rburng dan me rmbe rrikan 

waktur ke rpada me rrerka u rnturk be rrfikir ke rmbali se rrta me rmbe rrikan ke radilan bagi 

istri de rngan me rmbe rrikan nafkah mu rt’ah. Rerspons ini me rnurnjurkan bahwa para 

pernghurlu r me rmpe rrhatikan ge rnde rr dan keradilan ge rnderr. Namurn, mertoder yang 

diterrapkan olerh kertiga pernghurlur merngacur pada poin kertiga dari surrat erdaran, 

yang mernolak keringinan surami urnturk mernikah lagi dan merminta surami urntu rk 

mernurnggur sampai masa ‘iddah istrinya serlersai.
10

 Pada pernerlitian ini didapati 

kermiripan de rngan perne rlitian pe rnurlis yaitu r sama-sama me rngamati te rrkait 

perlanggaran pada masa ‘iddah, namu rn  dalam skripsi te rrserburt perne rliti fokurs 

pada re rspons pernghurlur te rrhadap perrkawinan dalam masa ‘iddah dan lokasi 

perne rlitian skripsi te rrserbu rt be rrberda derngan lokasi pe rnerlitian pe rnurlis. 

Kerdura, skripsi Niswatu rn Tasrifah di U rIN Prof. K.H. Saifurddin Zu rhri 

Purrwokerrto tahu rn 2023 derngan jurdurl “Perrtimbangan Hakim dalam Purtu rsan 

Tidak dapat Dite rrima pada Pe rrmohonan Permbatalan Pe rrkawinan Akibat Istri 

serdang dalam Masa ‘Iddah (Sturdi Purtu rsan No.1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm.)” 

dalam pe rnerlitiannya me rmbahas pu rtursan te rntang pe rnolakan hakim atas 

perrmohonan pe rmbatalan pe rrkawinan akibat istri yang masih dalam masa 

‘iddah. Hasil perne rlitian te rrserburt alasan hakim me rnolak perrmohonan. 

                                                           
10 Sukma Pandu Aji, “Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama 

Tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di 

Kabupaten Purbalingga)”, Skripsi (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 

2023) 
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Pernerlitian ini me rmpe rrolerh 2 termu ran hasil, perrtama majerlis hakim 

me rmu rturskan purtursan tidak dite rrima karerna pe rrmohonan permohon tidak 

me rngikurti syarat formil yaitu r permohon burkan me rrurpakan pihak yang be rrhak 

dalam pe rrmohonan permbatalan pe rrkawinan se rbagaimana diatu rr dalam Pasal 

23 U rU r No.1 Tahurn 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hu rku rm Islam. Kerdura, 

akibat dari kerpurtursan ini terrhadap staturs anak dari surdurt pandang hurku rm 

positif berrdasarkan U rUr No. 1 Tahurn 1974 terntang Perrkawinan, Kompilasi 

Hurkurm Islam dan KU rHPerrdata yaitur anak te rrserburt terrgolong dalam 

kerlompok anak sah karerna anak itu r mu rncurl saat pe rristiwa perrkawinan orang 

turanya yang masih berrlangsu rng. Serdangkan akibat pu rtursan terrserburt ke rpada 

statu rs anak pe rrsperktif hu rkurm Islam derngan be rrlandaskan pada hadis al 

waladur lil firasy dinasabkan ke rpada surami yang se rkarang.
11

 Pada pe rnerlitian 

ini didapati ke rsamaan derngan pe rnerlitian yang dilaksanakan olerh pernurlis yaitu r 

sama-sama me rngkaji larangan pada saat masa ‘iddah. Namu rn, terrdapat 

perrberdaan dalam pe rnerlitian te rrserburt pe rnerliti me rmbahas te rrkait pu rtu rsan PA 

Kerburme rn berrberda de rngan pe rnerlitian pe rnurlis yang me rnerliti se rburah kasu rs yang 

perrnah te rrjadi di Kercamatan Sru rwerng. 

Kertiga, skripsi Izki Ma’mu rn Ali Masdurqi di U rIN Prof. K.H. 

Saifurddin Zu rhri Purrwokerrto tahu rn 2022 yang be rrjurdu rl “Imple rme rntasi 

Kerte rnturan Masa ‘Iddah Bagi Pe rrermpuran yang Ditinggal Mati Su rami 

Perrsperktif Hu rkurm Islam (Stu rdi Kasurs di Ke rlurrahan Me rrsi Kercamatan 

                                                           
11 Niswatun Tasrifah, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tidak dapat Diterima pada 

Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Masih dalam Masa Iddah (Studi Putusan 

No.1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm.)”, Skripsi (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto, 2023). 
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Purrwokerrto Timu rr Kabu rpate rn Banyu rmas)”. Dalam pe rne rlitiannya me rmbahas 

perne rrapan aturran masa ‘iddah perrermpu ran yang ditinggal mati surami di 

Kerlurrahan Me rrsi. Hasil dari pe rne rlitian te rrserburt yaitu r di Kerlu rrahan Merrsi 

perlaksanaan masa ‘iddah bagi pe rrermpuran yang su raminya me rninggal, 

me rmpe rrole rh hasil yaitu r ada yang me rlaksanakan ‘iddah dan ada yang tidak 

me rlaksanakan ‘iddah.
12

 Terrdapat ke rsamaan pe rnerlitian te rrserburt derngan 

perne rlitian pe rnurlis yaitu r me rmbahas pe rnerrapan masa tu rnggur u rnturk wanita yang 

suraminya te rlah me rninggal du rnia. Te rtapi te rrdapat pe rrberdaan jurga, dalam 

perne rlitian pe rnurlis mermbahas le rbih spersifik te rrhadap pe rlaksanaan masa ‘iddah 

yaitu r adanya ke rtidak sersuraian antara aturran yang me rngaturr masa ‘iddah 

derngan pe rlaksanaanya ole rh masyarakat dan bagaimana hu rku rm te rrserburt dalam 

tinjauran hu rkurm Islam. 

Kerermpat, skripsi Iis Marfurah di U rIN Surnan Ampe rl Surrabaya tahurn 

2020 derngan jurdurl “Analisi Hurkurm Islam Te rrhadap Praktik Pe rminangan 

Sercara Te rrang-Terrangan dalam Masa ‘Iddah (Sturdi Kasu rs di Dersa Padas 

Kercamatan Padas Kaburpate rn Ngawi)”. Pada pe rnerlitiannya mermbahas hu rkurm 

Islam me rngernai praktik pe rminangan yang dilaksanakan de rngan cara te rrang-

te rrangan pada waktur ‘iddah. Hasil pe rnerlitian ini kasurs perminangan yang 

berrlangsu rng di Dersa Padas Kercamatan Padas Kaburpatern Ngawi pada 

mu rlanya adalah tidak se rsurai syariat Islam, kare rna be rrlawanan de rngan al-

Qurran surrat al-Baqarah ayat 235, hadits Nabi SAW, dan para furkaha yang 

                                                           
12 Izki Ma’mun Ali Masduqi, “Implementasi Ketentuan Masa Iddah Bagi Perempuan 

yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mersi Kecamatan 

Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”, Skripsi (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto, 2022). 
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surdah berrserpakat bahwa hurkurm me rminang derngan cara te rrang-terrangan 

wanita yang se rdang berr‘iddah ṭalāq bain surghra ialah haram. Tertapi kare rna 

te rrdapat ke rrurgian yang mu rncurl, maka be rrlaku rlah kaidah “Aḍ-ḍarūrātur turbῑḥurl 

maḥżūrāti”, yang pada akhirnya me rngganti hu rkurm pe rlaksanaan perminangan 

te rrserburt me rnjadi bisa dilaksanakan.
13

 Terrdapat ke rsamaan pe rne rlitian te rrserburt 

derngan perne rlitian pernurlis yaitu r pada surbjerk perne rlitian yang sama me rngkaji 

te rrkait pe rminangan dalam masa ‘iddah te rtapi jurga terrdapat perrberdaan pada 

lokasi pe rnerlitian yang dilaku rkan. 

Kerlima, skripsi Hayatu rn Hasanah di UrIN Ar-Raniry Banda Acerh 

tahu rn 2019 yang be rrjurdu rl “Pernyimpangan Iddah Perrce rraian pada masyarakat 

Kercamatan Gu rnurng Merriah Kabu rpate rn Ace rh Singkil”. Dalam skripsi te rrserburt 

me rmbahas pe rnye rlerwerngan ‘iddah yang te rrjadi pada Masyarakat Gu rnurng 

Merriah Ace rh Singkil. Hasil dari pernerlitian me rmburktikan bahwa 

pernyimpangan ‘iddah perrce rraian di masyarakat Gu rnurng Merriah Kabu rpatern 

Acerh Singkil te rrdapat tiga macam. Yaitur, me rne rrima pinangan orang lain, 

berrperrgian dari ru rmah tanpa alasan pernting, dan me rnggurnakan wangi-

wangian se rrta berrias. Serrta pe rnerrapan ‘iddah perrce rraian pada masyarakat di 

Kercamatan Gu rnurng Merriah Kabu rpate rn Ace rh Singkil be rrterntang te rrhadap 

kerte rnturan ‘iddah dalam hu rkurm Islam.
14

 Te rrdapat ke rsamaan dalam pe rne rlitian 

te rrserburt derngan pe rnerlitian pe rnurlis yaitu r me rmbahas me rngernai pe rnimpangan 

                                                           
13 Iis Marfuah, “Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Terang-

terangan dalam Masa ‘Iddah (Studi Kasus di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)”, 

Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020). 
14 Hayatun Hasanah, “Penyimpangan Iddah Perceraian pada masyarakat Kecamatan 

Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil”, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 

2019). 
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‘iddah. Namu rn, te rrdapat jurga perberdaan dalam pe rnerlitian pernurlis le rbih 

me rnfokurskan pada satu r pernyimpangan ‘iddah yaitu r me rnerrima pinangan dan 

pernurlis me rnganalisi hal te rrserburt jika ditinjaur derngan hurkurm Islam. 

F. Kerangka Teoritik 

U rnturk dasar permahaman dalam pe rnerlitian ini maka pernurlis 

me rnyampaikan ke rrangka te rori se rsurai derngan pe rrmasalahan yang dikaji. 

Kerrangka te rori ialah dasar be rrfikir gurna me rmbahas dan me rmaparkan. Dalam 

perne rlitian ini pe rnurlis me rnggurnakan te rori berrdasarkan nash hurkurm Islam. 

Hurkurm Islam adalah serpe rrangkat pe rraturran atau r norma te rntang bagaimana 

orang haru rs berrperrilakur dalam masyarakatnya, be rrdasarkan ajaran Allah SWT 

dan Nabi Mu rhammad SAW. Hu rkurm Islam ju rga bisa dide rfinisikan se rbagai 

hurkurm yang be rrasal dari ajaran Islam.
15

 Dalam te rori ini te rrdapat surmbe rr 

hurkurm Islam yang serpe rrti al-Qurr’an, hadis, dan ijma u rlama. Surmbe rr hurku rm 

Islam te rrserburt digurnakan ole rh pernerliti u rnturk me rnjerlaskan kaidah-kaidah dan 

urnturk me rnjawab terrkait obje rk pernerlitian yang dite rliti. 

Allah SWT be rrfirman dalam al-Qurran surrat al-Baqarah (2) : 235. 

ۗ   عَلِمَ   ۗ   انَْ فُسِكُمْ   وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِه مِنْ  خِطْبَةِ  النِّسَاءِۤ  اوَْ  اكَْنَ نْتُمْ  فِْ 
ۗ   وَلََ   ۗ   اَنْ  تَ قُوْلُوْا قَ وْلًَ  مَّعْرُوْفاً ە  اللٰ هُ  انََّكُ مْ  سَتَذْكُرُوْنَ هُنَّ  وَلٰكِنْ  لََّ  تُ وَاعِدُوْهُنَّ  سِرًّا اِلََّ 

   ۗ ۗ  ا اَنَّ اللٰ هَ يَ عْلَمُ مَا فِْ  ۗ   وَاعْلَمُوْ  لُغَ  الْكِتٰبُ  اَجَلَهُ   تَ عْزمُِوْا عُقْدَةَ  النِّكَاحِ  حَتٰ   يَ ب ْ
ۗ  ا اَنَّ اللٰ هَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ  ۗ   وَاعْلَمُوْ    انَْ فُسِكُمْ فاَحْذَرُوْ هُ 

Tidak ada dosa bagimu r atas kata sindiran u rntu rk me rminang 

perrermpu ran-perre rmpu ran atau r (keringinan me rnikah) yang kamu r 

                                                           
15

 Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep 

Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), hlm. 13. 
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sermbu rnyikan dalam hati. Allah me rngertahu ri bahwa kamur akan 

me rnye rburt-nye rbu rt merrerka. Akan te rtapi, janganlah kamu r berrjanji 

sercara diam-diam urnturk (me rnikahi) me rrerka, kercu rali serkadar 

me rngurcapkan kata-kata yang patu rt (sindiran). Jangan pu rlalah kamu r 

me rnertapkan akad nikah serberlu rm be rrakhirnya masa iddah. Ke rtahurilah 

bahwa Allah me rngertahuri apa yang ada dalam hatimu r. Maka, takurtlah 

kerpada-Nya. Ke rtahurilah bahwa Allah Maha Pe rngampu rn 

lagi Maha Pernyantu rn.
16

 

Ayat te rrserburt me rnjerlaskan bahwa se rorang laki-laki dipe rrbole rhkan 

me rnggurnakan kata-kata sindiran u rnturk merminang wanita yang serdang dalam 

masa ‘iddah, baik itur karerna ke rmatian surami mau rpurn talak ba’in. Namu rn, 

tidak dipe rrkernankan me rlaku rkan sindiran urntu rk wanita yang serdang dalam 

‘iddah talak raj’i. Hal ini kare rna dalam ‘iddah talak raj’i, masih te rrburka 

kermu rngkinan wanita te rrserburt akan ke rmbali ke rpada suraminya. Serorang laki-

laki diizinkan u rnturk me rnyampaikan minatnya se rcara sindiran atau r dalam 

berntu rk rerncana ke rpada wanita yang se rdang dalam ‘iddah talak ba’in. Ini 

disersuraikan de rngan pernge rrtian bahwa Allah me rnge rtahuri apa yang ada di 

dalam hati manu rsia yang tidak se rlalu r dapat dise rmbu rnyikan. Namu rn, pinangan 

sermacam ini se rbaiknya tidak dilaku rkan sercara te rrang-terrangan, me rlainkan 

derngan me rnggurnakan kata-kata kiasan se rbagai langkah awal, yang ke rmu rdian 

dapat dilanjurtkan me rnjadi pinangan re rsmi serte rlah masa ‘iddah serle rsai.
17

 

Pada Kompilasi Hurkurm Islam KHI jurga dijerlaskan pasal 12 ayat 1 

dan 2 “perminangan dapat dilaku rkan te rrhadap se rorang wanita yang masih 

perrawan atau r terrhadap janda yang te rlah habis masa ‘iddahnya. Wanita yang 

                                                           
16 Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 51. 

 
17 Tim penterjemahan al-Quran Kemenag RI, “Quran Kemenag”, 

https://quran.kemenag.go.id, diakses 14 Mei 2024. 

https://quran.kemenag.go.id/
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ditalak surami yang masih be rrada dalam masa ‘iddah raj’i, haram dan dilarang 

urnturk dipinang”. Dapat disimpu rlkan dalam KHI wanita yang serdang dalam 

masa ‘iddah raj’i haram dan dilarang urnturk dipinang. Pe rminangan dapat 

dilaku rkan kertika wanita te rrserburt su rdah serle rsai masa ‘iddahnya. 

Jadi pe rnurlis me rnggurnakan te rori te rrserburt u rntu rk me rngkaji dan 

me rnjerlaskan te rrkait dasar-dasar atau r kaidah-kaidah se rrta me rnjawab 

perrmasalahan yang dite rlaah pada pe rnerlitian ini yaitu r bagaimana tinjauran 

hurkurm Islam te rrhadap kitbah pe rrermpu ran dalam masa ‘iddah dan bagaimana 

tinjauran hurkurm Islam te rrhadap perndaftaran nikah di KU rA atas perre rmpu ran 

yang dipinang dalam masa ‘iddah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistermatika pe rmbahasan diburat urntu rk me rmu rdahkan permahaman 

te rntang pe rnerlitian ini, pe rnurlis me rmbagi sistermatika pe rmbahasan dalam lima 

bab yakni: 

Bab I, bab ini me rrurpakan permbu rka serbagai pe rngantar pe rnurlisan 

yang disu rsurn sercara te rrstrurkturr, urnturk mermbe rrikan gambaran urmu rm te rntang 

permbahasan re rncana pe rnerlitian, bab ini me rmbahas me rlipu rti latar be rlakang 

masalah, de rfinisi operrasional, ru rmu rsan masalah, tu rjuran dan manfaat 

perne rlitian, kajian pu rstaka, dan siste rmatika permbahasan. 

Bab II, bab ini digu rnakan se rbagai dasar ataur pe rdoman u rntu rk mernurlis 

skripsi yang me rncakurp landasan te rori yang diambil dari lite rraturr yang 
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berrberda, pe rmbahasan ini be rrhurburngan derngan pe rmbahasan me rngernai konse rp 

dasar khitbah atau r perminangan dan ‘iddah me rnurrurt hurkurm Islam. 

Bab III, bab ini diburat u rnturk me rnjerlaskan bagaimana pe rnerlitian 

dilaku rkan di antaranya be rrisi te rntang me rtode r pernerlitian, yang me rlipurti jernis 

perne rlitian, pe rnderkatan pe rne rlitian, surmbe rr data pe rnerlitian, me rtode r 

perngurmpu rlan data, dan te rknik analisis data.  

Bab IV, dalam bab ini pe rnurlis me rmaparkan hasil pe rne rlitian yang 

te rlah diamati ole rh pernurlis yaitu r tinjauran hurkurm Islam te rrhadap khitbah 

wanita pada masa ‘iddah. Bab ini be rrmaksurd serbagai jawaban dari ru rmu rsan 

masalah yang pe rnurlis ambil pada pe rnerlitiannya. 

Bab V, bab ini me rrurpakan pe rnurturp, pernjerlasan pada bab ini be rrisi 

kersimpu rlan serbagai jawaban dari topik perrmasalahan yang surdah dipaparkan 

diawal pe rnjerlasan, serte rlah itu r disambu rng derngan kritik dan saran dari hasil 

me rlaksanakan pe rnerlitian dan kata pe rnurtu rp. 
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BAB II 

KETENTUAN UMUM TENTANG KHITBAH, ‘IDDAH, DAN 

PENDAFTARAN NIKAH DI KUA 

A. Konsep Umum Tentang Khitbah 

1. Pengertian Khitbah 

Khitbah se rcara e rtimologi dalam bahasa Indonersia ialah pinangan 

atau r lamaran yang berrasal dari kata pinang, me rminang. Merminang 

diartikan serbagai t{alabah al-mar‘ah li al-zawa>j perrmintaan ke rpada wanita 

urnturk dijadikan istri.
18

 Sercara te rrminologi, khitbah me rrurjurk pada 

perrnyataan ajakan u rnturk me rnikah yang dilaku rkan ole rh serorang laki-laki 

kerpada serorang pe rrermpu ran, atau r serbaliknya, baik me rlalu ri perrantara yang 

dipe rrcayai mau rpurn langsurng tanpa pe rrantara. Salah satu r turjuran dari 

disyariatkannya khitbah adalah u rnturk me rmu rngkinkan sertiap pihak 

me rngertahuri calon perndamping hidu rpnya de rngan le rbih jerlas dan 

te rrburka.
19

 

Mahmu rd Al-Mashri me rnjerlaskan yang dimaksu rd derngan 

“khitbah adalah me rminta se rorang wanita urntu rk me rnikah de rngan cara dan 

me rdia yang biasa dikernal di te rngah masyarakat”. Hal sama diurngkapkan 

Sayyid Sabiq bahwa “me rminang adalah se rorang laki-laki me rminta 

                                                           
18 Louis Ma’luf, al Munjid Fi al Lughah wa al A’lam, (Beirut: Dar al Masyriq, 1987), 

hlm. 186. 
19 Syamsudin Ramadhan, Fikih Rumah Tangga Pedoman Membangun Keluarga 

Bahagia, (Bogor: Ide Pustaka, 2004), hlm. 49. 
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kerpada se rorang perrermpu ran urnturk me rnjadi istrinya, de rngan cara-cara 

yang su rdah urmu rm be rrlaku r di te rngah-terngah masyarakat”.
20

 

Dari pe rnjerlasan te rrserburt, khitbah dapat diartikan se rbagai 

perrnyataan se rorang laki-laki ke rpada se rorang pe rrermpu ran de rngan ajakan 

urnturk me rnjadi istri yang akan me rndampinginya dalam kerhidu rpannya 

hingga ajal tiba. Perrnyataan ini dilakurkan de rngan cara urmu rm yang 

berrlaku r di masyarakat te rmpat tinggalnya, serrta tidak me rlanggar atu rran 

agama yang be rrlaku r.
21

 

Perlaksanaan pe rminangan dapat be rrvariasi. Biasanya, pe rminang 

dapat me rlaku rkan perrmintaan sercara langsurng kerpada calon pasangan 

atau r walinya. Namu rn, ada jurga yang me rlibatkan pe rrantara kerlu rarga atau r 

urtursan yang dipe rrcayai u rnturk me rnyampaikan pe rrmintaan ke rpada orang 

yang diinginkan se rbagai pasangan. 

Dalam KHI (Kompilasi Hurkurm Islam) pasal 11 jurga dinyatakan 

bahwa, “Perminangan dapat langsu rng dilaku rkan ole rh orang yang 

berrkerhe rndak me rncari pasangan jodoh, tapi dapat pu rla dilakurkan ole rh 

perrantara yang dapat dipe rrcaya”.
22

 

2. Landasan Hukum Khitbah 

Al-Qurran dan hadis te rlah me rmbe rrikan pandu ran te rrkait hu rkurm 

khitbah dan hal-hal yang te rrkait de rngan perminangan. Namu rn, tidak 

                                                           
20 Mahmud Al Mashri, al Zawaj al Islami al Sa’id, diterjemahkan oleh Imam Firdaus, 

Bekal Pernikahan, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 289. 
21  M. Dahlan R, Fikih Munakahat (Yogyakarta: CV Budi Utami, 2015), hlm. 10-11. 
22

 Abd Basit Misbachul Fitri, “Seimbang Dan Syarat-Syarat Peminangan Perspektif 

Fuqoha”, Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 4. 
 



20 
 

 

dite rmu rkan ke rterntu ran yang se rcara e rksplisit me rme rrintahkan ataur me rlarang 

tindakan pe rminangan derngan cara te rrterntu r. Kerhadiran khitbah tidak 

dianggap se rbagai syarat sah dalam pe rrnikahan; artinya, me rskipurn khitbah 

tidak dilaku rkan, pe rrnikahan te rtap sah me rnurrurt hurku rm Islam. Namu rn 

dermikian, khitbah urmu rmnya dipraktikkan serbagai tradisi dan sarana 

urnturk me rnyampaikan niat u rnturk me rnikahi serserorang.
23

 

Adapurn ayat yang berrkaitan de rngan me rminang te rrdapat dalam 

firman Allah SWT surrat al-Baqarah (2) : 235. 

 ۗ  فِْ  اكَْنَ نْتُمْ  اوَْ  النِّسَاءِۤ  خِطْبَةِ  مِنْ  هِ وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِ 
 اَنْ  ۗ  اِلََّ  سِرًّا تُ وَاعِدُوْهُنَّ  لََّ  وَلٰكِنْ  سَتَذْكُرُوْنَ هُنَّ  انََّكُمْ  اللٰ هُ  عَلِمَ  ۗ   انَْ فُسِكُمْ 
  ۗ  مَّعْرُوْفاً  قَ وْلًَ  تَ قُوْلُوْا

Tidak ada dosa bagimu r atas kata sindiran urntu rk me rminang 

perrermpu ran-perre rmpu ran atau r (ke ringinan me rnikah) yang kamu r 

sermbu rnyikan dalam hati. Allah me rngertahuri bahwa kamu r akan 

me rnye rburt-nye rburt merrerka. Akan te rtapi, janganlah kamu r berrjanji 

sercara diam-diam u rnturk (me rnikahi) me rrerka, ke rcurali se rkadar 

me rngurcapkan kata-kata yang patu rt (sindiran).
24

 

Dasar hadisnya. 

 بَ طَ ا خَ ذَ إِ : مَ لَّ سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ  اللَّهُ ى لَّ صَ  اللَّهِ  لُ وُ سُ رَ  الَ : قَ الَ قَ اللَّهِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  رِ ابِ جَ  نْ عَ 
 الَ قَ  لْ عَ فْ ي َ لْ ا ف َ هَ احِ كَ  نِ لَ إِ  وهُ عُ دْ ا يَ  مَ لَ إِ  رَ ظُ نْ ي َ  نْ أَ  اعَ طَ تَ اسْ  نْ إِ فَ  ةَ مَرْأَ الْ  مْ كُ دُ حَ أَ 
ا هَ جِ وَّ زَ ت َ وَ ا هَ احِ كَ  نِ لَ إِ  انِ عَ ا دَ ا مَ هَ ن ْ مِ  تُ يْ أَ  رَ تَّ ا حَ لََ أُ بَّ تََ أَ  تُ نْ كُ فَ  ةً يَ ارِ جَ  تُ بْ طَ خَ فَ 
  25اهَ ت ُ جْ وَّ زَ ت َ ف َ 

“Dari Jabir bin Abdurllah, ia be rrkata; Rasurlurllah saw. berrsabda: 

apabila salah se rorang di antara kalian me rminang se rorang wanita, 

                                                           
23 Khairuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa 

Tanah Bara Aceh,” Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol. 6, No. 2, hlm. 105-106. 
24 Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 51 
25 Sulaiman Ibn al-Asy’as Abu Dawud al-Sajastani al-Azadi, Sunan Abi Dawud, Juz. II, 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 228. 
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jika ia mampu r urnturk me rlihat sersuratur yang me rndorongannya 

urnturk me rnikahinya herndaknya ia me rlakurkannya. Jabir be rrkata; 

kermu rdian aku r me rminang se rorang gadis dan aku r berrsermbu rnyi 

urnturk me rlihatnya hingga aku r me rlihat darinya apa yang 

me rndorongkur urntu rk me rnikahinya, lalu r akur pu rn me rnikahinya.” 

(H.R. Abur Daurd). 

Para urlama be rrberda pe rndapat dalam me rnarik ke rsimpu rlan 

te rntang hurkurm merminang, pe rndapat dari mazhab Syafi’i bahwa 

hurkurmnya adalah murstah}ab (dianjurrkan) kare rna Rasurlurllah jurga pe rrnah 

me rlakurkannya, yaitu r saat be rliau r me rminang Aisyah Binti Abi Bakr dan 

Hafshah binti U rmar RA. Mernurrurt mayoritas u rlama fikih, me rlakurkan 

khitbah atau r me rminang serserorang adalah surnnah. Hal ini serjalan derngan 

perndapat Imam al-Ghazali yang me rnyatakan bahwa khitbah hurkurmnya 

surnnah. Alasannya adalah kare rna khitbah me rrurpakan pe rrburatan yang 

dilaku rkan ole rh Rasu rlurllah SAW dan diikurti ole rh para sahabat dan u rmat 

Islam se rsurdahnya serbagai bagian dari prosers me rnikah yang dianggap 

baik dan dianju rrkan dalam agama Islam. 

Berbe rrapa dalil dari Al-Qurr'an dan su rnnah te rlah me rnjerlaskan 

hurkurm khitbah, se rrta pe rmahaman para urlama te rntang me rminang, yaitur 

bahwa hal ini hu rku rmnya su rnnah. Turjurannya adalah u rnturk me rwurjurdkan 

perrnikahan yang me rmbawa ke rbahagiaan, kasih sayang, dan saling 

pernge rrtian antara su rami dan istri, se rsurai de rngan prinsip dalam agama 

Islam yang me rngurtamakan pe rrnikahan serbagai institursi yang 

me rndatangkan ke rberrkahan.
26

 

 

                                                           
26 Khairuddin, “Tinjauan Hukum", hlm. 105-106. 
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3. Jenis Khitbah 

Jika dilihat dari prosers khitbah yang te rrjadi pada zaman Nabi 

Murhammad SAW serrta pe rrkermbangannya hingga saat ini, terrdapat du ra 

jernis khitbah: 

a Sercara langsurng. Prosers pinangan dilaku rkan de rngan cara pe rrmintaan 

yang je rlas dan langsurng, tanpa me rlalu ri perrantara. Misalnya, serorang 

laki-laki me rngu rngkapkan niatnya u rntu rk me rnikahi se rorang wanita 

sercara langsu rng kerpada wanita te rrserburt ataur ke rpada walinya. 

b Sercara tidak langsurng. Prosers pinangan dilaku rkan de rngan cara 

perrmintaan yang me rnggurnakan bahasa kiasan atau r sindiran. Ini bisa 

dilaku rkan baik sercara langsurng ole rh perminang serndiri mau rpurn 

me rlalu ri perrantaraan orang lain yang diperrcayai. Contohnya, 

perminang me rnyampaikan niatnya ke rpada calon pasangan me rlalu ri 

urngkapan atau r pe rrantara yang tidak langsurng, yang ke rmu rdian dapat 

diartikan serbagai ajakan urntu rk me rnikah.
27

 

4. Syarat-Syarat Khitbah 

Para urlama fikih me rnsyaratkan bagi laki-laki yang he rndak 

me rlakurkan pe rminangan ke rpada serserorang pe rrermpu ran urntu rk 

me rmpe rrhatikan du ra syarat: 

a. Syarat Mu rstahsinah 

Syarat murstahsinah ialah syarat yang be rru rpa pe rrintah u rnturk 

serorang laki-laki yang herndak me rminang serorang perre rmpu ran agar ia 
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me rnerliti dahu rlu r serorang perrermpu ran yang akan dipinangnya itu r, 

serhingga bisa me rmastikan ke rlangsu rngan hidu rp berrurmah tangga. 

Syarat murstahsinah adalah: 

1) Laki-laki yang herndak me rminang serorang pe rrermpuran 

herndaknya pe rrermpu ran te rrserburt serkurfur (sertara) de rngannya. 

2) Perrermpu ran yang mermiliki sifat kasih sayang dan pe rrermpu ran 

yang pe rranak. 

3) Perrermpu ran yang he rndak dipinang ialah pe rrermpu ran yang tidak 

me rmiliki hu rburngan darah de rngan laki-laki yang akan 

me rminangnya.  

4) Laki-laki yang akan me rminang se rbaiknya me rnge rtahuri keradaan 

jasmani, bu rdi pe rkerrti, dan se rbagainya dari pe rrermpu ran yang 

dipinang. Be rgiturpurn bagi pe rrermpu ran yang he rndak dipinang 

harurs me rnge rtahuri jurga ke radaan laki-laki yang akan 

me rminangnya.
28

 

b. Syarat Lazimah 

Syarat lazimah ialah syarat yang haru rs dipe rnurhi serberlu rm 

dilaku rkannya pe rminangan. Pe rminangan dapat dikatakan sah apabila 

syarat-syarat lazimah te rrpernurhi, syaratnya ialah:
 
 

1) Perrermpu ran yang he rndak dipinang be rlurm dipinang ole rh orang 

lain sercara sah. Apabila te rrhalang olerh hurkurm, se rperrti 

perrermpu rannya dikarernakan se rsuratur hal haram dinikahkan 

                                                           
28 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: PT. Bulan 

Bintang, Cet. III). hlm. 33. 
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serlamanya atau r serme rntara waktu r, ataur surdah dipinang ole rh 

orang lain. 

2) Perrermpu ran yang tidak me rnjalani masa ‘iddah. Haram 

hurkurmnya me rminang wanita yang dalam masa ‘iddah talak 

raj’i. Perre rmpu ran yang serdang me rnjalani masa ‘iddah talak raj’i 

yang le rbih be rrhak me rngawininya kermbali ialah mantan 

suraminya. Mantan suraminya dapat me rrurjurknya kapan saja yang 

ia mau r dalam masa ‘iddah te rrserburt.
29

 

Perminangan bole rh dilaku rkan de rngan urcapan te rrurs terrang 

atau rpurn derngan urcapan sindiran ke rpada perrermpu ran yang be rlurm pe rrnah 

me rnikah dan pe rrermpuran yang te rlah habis masa ‘iddahnya. Perminangan 

tidak dapat dilaku rkan sercara te rrurs terrang ataur sercara langsurng kerpada 

perrermpu ran yang se rdang me rnjalani masa ‘iddah dari talak ba’in dalam 

berntu rk fasakh atau r talak tiga, te rtapi bisa dilaksanakan me rlalu ri cara 

sindiran, dikare rnakan surami dapat me rrurjurknya lagi me rlalu ri akad yang 

barur, serbagaimana yang be rrlaku r pada perrermpu ran yang ditinggal mati 

surami.
30

 

5. Melihat Perempuan yang di-Khitbah 

U rnturk kerbaikan dalam ke rhidurpan be rrurmah tangga, ke rbahagiaan, 

dan kerserjahte rraan me rrerka, sangat baik jika serorang laki-laki dapat 

me rlihat dan me rngernal pe rre rmpu ran yang he rndak dipinangnya se rberlurm 

                                                           
29 Eliyyil Akbar, “Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari”. Musãwa Jurnal 

Studi Gender dan Islam. Vol. 14, No. 17 Januari 2015, hlm. 86. 
30 Ahmad Zuhri dan Tuti Handayani, “Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif 

Hadis Rasulullah SAW,” Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 71-72. 



25 
 

 

me rmu rturskan apakah perminangan itu r akan dite rrurskan atau r dibatalkan. Ini 

me rmu rngkinkan urntu rk me rmbangu rn permahaman dan ke rcocokan antara 

calon pasangan, se rrta me rmastikan bahwa kerpurtu rsan me rnikah diambil 

derngan pe rrtimbangan yang matang dan pernurh pe rngerrtian 

Merlihat pe rrermpu ran yang he rndak dipinang itu r dipe rrbole rhkan 

dalam agama Islam serlama dalam batasan yang wajar, serperrti yang te rlah 

dijerlaskan dalam sabda Nabi SAW. 

 هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  اللِ  ولُ سُ رَ  لِ  الَ قَ ف َ  ةً أَ رَ امْ  تُ بْ طَ خَ  قاَلَ  ةَ بَ عْ شُ  نِ بْ  ةِ يَ غِ لْمُ ا نِ عَ 
  31ا.مَ كُ نَ ي ْ ب َ  مَ دَ ؤْ ي ُ أَنْ  أَحْرَى هُ نَّ إِ ا فَ هَ ي ْ لَ إِ  رْ ظُ انْ فَ  لَ قاَ لََ  قُ لْتُ ا هَ ي ْ لَ إِ  تَ رْ ظَ نَ أَ  مَ لَّ سَ وَ 

Dari Murghirah bin Syu r'bah, saya me rminang serorang wanita, 

Rasurlurllah saw. lalu r berrtanya ke rpadakur: “Apakah kamu r terlah 

me rlihatnya?” saya me rnjawab: “berlurm.” be rliau r berrsabda: 

“lihatlah ia kare rna itur akan le rbih me rmantapkan kalian be rrdura.” 

(H.R. Ahmad bin Hanbal). 

 

Perrihal bagian tu rburh pe rrermpu ran yang dibole rhkan dilihat pada 

saat dipinang, para furkaha me rmiliki pe rndapat yang be rrbe rda. Perndapat 

Imam Malik hanya pada bagian mu rka dan kerdura te rlapak tangan yang 

dipe rrbolerhkan urntu rk dilihat. Fu rkaha Abur Daurd al-Dhahiry berrperndapat 

bahwa me rlihat se rlu rrurh badan, ke rcu rali dura ke rmalu ran diperrbole rhkan 

serme rntara fu rkaha yang lain me rlarang me rlihat sama se rkali. Serdangkan 

me rlihat ke rdura te rlapak kaki, mu rka, dan dura te rlapak tangan diperrbole rhkan 

me rnurrurt Imam Abu r Hanifah.
32

 

Perrberdaan pe rndapat ini dikare rnakan dalam pe rrmasalahan 

te rrdapat anjurran urnturk me rlihat pe rrermpu ran sercara mu rtlak, te rrdapat jurga 

                                                           
31 Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, 

Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 4, (Beirut: Darul Kitab Ilmiyah, 1993), hlm. 244. 
32 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 74-75. 
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larangan se rcara mu rtlak, dan ada ju rga anjurran yang sifatnya te rrbatas, yaitu r 

pada dura te rlapak tangan dan mu rka, berrdasarkan perndapat se rbagian be rsar 

urlama te rntang firman Allah SWT dalam su rrat an-Nurr ayat 31 yang 

artinya “Dan janganlah (kau rm wanita) me rnampakkan pe rrhiasannya, 

kercu rali yang (biasa) tampak daripadanya.” Makna dari “perrhiasan yang 

biasa tampak daripadanya” ialah mu rka dan dura te rlapak tangan. Serlain itu r, 

serbagian be rsar furkaha me rngqiyaskan de rngan kerbole rhan me rmbu rka mu rka 

dan te rlapak tangan pada saat be rrhaji. Perndapat fu rkaha yang tidak 

me rmbole rhkan urnturk me rlihat sama se rkali, me rrerka berrsandar pada atu rran 

pokok, yaitu r me rlihat orang-orang pe rrermpuran.
33

 

Islam se rbagaimana kita lihat be rrsikap moderrat tanpa me rlampauri 

batas dan ke rlalaian. Sikap yang diambil syariat merngandu rng 

kermaslahatan bagi para pe rminang se rcara be rrsama. Tidak me rnce rgah 

pandangan sercara kerserlu rrurhan. Islam jurga me rmpe rrbole rhkan berrkhalwat 

derngan pe rrermpu ran yang dipinangnya serlama be rrada pada kerte rtapan 

batasan u rnturk me rlihat de rngan bernar. Tidak masalah kerbe rrsamaan 

perminang de rngan perre rmpu ran yang dipinangnya, be rrcakap-cakap 

berrsamanya se rhingga ia te rnang dalam perrcakapannya. Masing-masing 

me rrerka dapat me rlaksanakannya tanpa khalwat dan be rrsama mahram 

serbagai pe rnjaganya urnturk me rncapai tu rjuran dan me rnjaga kermurliaannya.
34

 

 

 

                                                           
33 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), hlm. 26-27. 
34 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 85. 
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6. Pembatalan Khitbah 

Khitbah adalah janji urnturk me rnikah, burkan yang me rmiliki sifat 

tidak dapat dibatalkan. Kerdura be rlah pihak yang me rmbu rat pe rrjanjian 

me rmiliki hak u rntu rk me rmbatalkan khitbahnya. Dalam syariat tidak 

te rrdapat hurkurman sercara mate rri urntu rk permbatalan pe rminangan ini 

me rskipurn hal te rrserburt me rrurpakan salah satur akhlak te rrcerla dan dapat 

dikatakan se rbagian dari sifat orang-orang mu rnafik, ke rcu rali te rrdapat 

kerharursan yang me rnjadikan perminangan te rrserbu rt urnturk tidak 

dilanjurtkan.
35

 

Masalah yang biasa dijurmpai ialah apabila pihak laki-laki 

me rmbe rrikan hadiah-hadiah pe rrturnangan pada saat waktu r perminangan, 

atau r mu rngkin pihak perrermpu ran terlah merne rrima mahar dari pihak laki-

laki se rberlurm akad nikah dilaksanakan. Mahar yang surdah dibayarkan 

pada masa pe rminangan serberlu rm dilaksanakannya akad nikah me rnjadi 

hak laki-laki. Jadi, apabila te rrjadi purtu rsnya pe rminangan mahar yang te rlah 

dibayarkan ole rh pihak laki-laki haru rs dikermbalikan ke rcurali apabila 

dire rlakan kare rna su rami su rami wajib mermbayar mahar se rterlah ikatan 

perrkawinan te rrjadi. 

Dalam pe rrsperktif fikih, te rrurtama me rnurrurt pandangan furkaha 

mazhab Hanafi, te rrdapat pe rrberdaan pe rndapat me rngernai hadiah-hadiah 

perminangan. Me rnu rrurt me rre rka, sertiap pihak me rmiliki hak urnturk 

me rngermbalikan hadiah-hadiah pe rminangan yang dite rrimanya ke rtika 

                                                           
35 Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 
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perminangan dibatalkan, asalkan hadiah-hadiah te rrserburt masih ada dalam 

berntu rknya yang asli atau r tidak be rrurbah saat pe rminangan dibatalkan. 

Namu rn, jika hadiah-hadiah te rrserburt surdah tidak ada ataur berrurbah 

berntu rknya, tidak pe rrlur diganti de rngan nilai yang se rtara. Perndapat ini 

berrlaku r baik jika permbatalan pe rminangan be rrasal dari pihak laki-laki 

mau rpurn dari pihak perrermpu ran. Hal ini didasarkan pada pandangan 

bahwa hadiah-hadiah pe rminangan be rrkaitan de rngan janji u rnturk me rnikah. 

Olerh kare rna itur, jika janji terrserburt dibatalkan, hadiah-hadiah te rrserburt 

serharursnya dike rmbalikan ke rpada pe rmiliknya asalnya. Pandangan ini 

me rncerrminkan prinsip dalam hu rkurm Islam yang me rngaturr kerwajiban 

urnturk me rmatu rhi janji dan me rnghormati kerserpakatan yang te rlah dibu rat, 

bahkan dalam konte rks prosers perminangan dan pe rrsiapan perrnikahan.
36

 

Perndapat dari Furkaha mazhab Syafi’i bahwa pihak pe rminang 

me rmiliki hak u rntu rk me rnerrima ke rmbali hadiah-hadiah yang perrnah 

dibe rrikan kerpada perrermpu ran yang dipinang, apabila masih ada wurjurdnya 

maka be rrurpa barang, apabila surdah tidak ada wurjurdnya lagi maka diganti 

sersurai de rngan harga barang te rrserburt. 

Furkaha mazhab Maliki me rlihat pihak mana yang me rmu rturskan 

perminangan. Jika yang me rmu rturskan ialah pihak pe rrermpuran, maka 

hadiah-hadiah harurs dike rmbalikan yang perrnah dibe rrikan olerh pihak laki-

laki, apabila masih ada wurjurdnya dalam be rnturk barang, Apabila su rdah 

rursak, hilang atau r mu rsnah digantikan sersurai de rngan harga barang 

                                                           
36 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Perss, 1999), hlm. 

24. 



29 
 

 

te rrserburt. Apabila pihak laki-laki yang me rmu rtu rskan, pihak laki-laki tidak 

me rmiliki hak atas pernge rmbalian hadiah yang pe rrnah diberrikan kerpada 

pihak pe rrermpu ran, merskipurn pada saat mermu rturskan perminangan wurjurd 

barangnya masih ada. Pe rnyimpangan dari ke rte rnturan te rrserburt hanya 

dibole rhkan apabila ada syarat lain antara dura pihak, atau r apabila 'urrf 

(adat ke rbiasaan) te rmpat pihak-pihak be rrsangkurtan me rne rnturkan lain.
37

 

7. Hikmah Khitbah 

Akad nikah dalam Islam te rrmasu rk perrjanjian yang sangat agu rng 

dan me rmiliki ke rdurdurkan yang paling tinggi, kare rna hal te rrserburt hanya 

te rrjadi pada manu rsia yakni makhlu rk yang paling agu rng di burmi yang 

dimu rliakan Allah se rbagaimana dalam firman-Nya su rrat al-Isra (17) : 70. 

هُمْ  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِْ  هُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْن ٰ هُمْ فِِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْ ن ٰ اٰدَمَ وَحََلَْن ٰ
 عَلٰى كَثِيٍْ مَِِّّّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيْلً 

Surnggurh, Kami te rlah me rmu rliakan anak curcu r Adam, dan Kami 

angkurt me rre rka di darat dan di lau rt. Kami anu rge rrahkan purla 

kerpada me rrerka re rzerki dari yang baik-baik dan Kami le rbihkan 

me rrerka di atas banyak makhlu rk yang Kami ciptakan de rngan 

kerle rbihan yang se rmpurrna.
38

 

 

Akad nikah bu rkan urnturk serme rntara me rlainkan u rnturk serlamanya 

dan serpanjang masa. Salah satur dari dura calon pasangan tidak bolerh 

mernikah sercara sakral serberlurm mermperrtimbangkan dan mermahami 

kerbiasaan, karakterr, perrilakur, dan akhlak calon terman hidurpnya serhingga 

merrerka dapat mernjalani hidurp yang murlia dan ternang, pernurh cinta, 

                                                           
37 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan, hlm. 25. 
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kerpurasan, dan kerternangan. Dalam hurburngan perrnikahan, kerterrgersaan 

tidak mermbawa apa purn kercurali kerburrurkan bagi kerdura berlah pihak ataur 

salah satur pihak. Hal ini adalah hikmah disyariatkan khitbah dalam Islam 

yaitu r urnturk me rncapai tu rjuran yang mu rlia dan impian yang agurng.
39

 

B. Konsep Umum Tentang ‘Iddah 

1. Pengertian ‘Iddah 

‘Iddah ialah bahasa Arab yang be rrasal dari akar kata ‘adda-ya 

’urddur -‘idatan dan jamaknya adalah ‘idad yang se rcara e rtimologi be rrarti 

“me rnghitu rng” atau r “hitu rngan”. Kata te rrserburt digu rnakan de rngan maksu rd 

‘iddah kare rna dalam masa itu r si pe rrermpuran yang be rr‘iddah me rnurnggur 

berrlalu rnya waktu r masa ‘iddah.   

Derfinisi ‘iddah dite rmu rkan dalam kitab fiqih, sercara pe rnderk dan 

serderrhana di antaranya ialah ا المراةمدة تتربص به  atau r waktur turnggur yang 

dile rwati ole rh serorang pe rrermpu ran. Karerna se rderrhananya derfinisi ini 

serorang perre rmpu ran masih me rmbu rturhkan pernjerlasan te rrurtama perrihal apa 

yang ditu rnggurnya, kernapa dia me rnurnggur, dan urntu rk apa dia mernurnggur. 

Dalam konte rks yang lain, ‘iddah adalah masa tu rnggur bagi 

serorang perre rmpu ran serte rlah te rrjadi perrcerraian de rngan suraminya, baik itu r 

karerna ce rrai hidu rp atau r ce rrai mati. Tu rjuran dari ‘iddah ini antara lain 

urnturk me rngertahu ri statu rs kerhamilan pe rrermpu ran te rrserburt dan me rmbe rrikan 

waktur bagi pihak-pihak yang te rrlibat urntu rk me rre rnurngkan dan 
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me rmikirkan langkah serlanjurtnya. Bagi surami yang me rnce rraikan istrinya, 

‘iddah me rmbe rrikan ke rsermpatan u rntu rk me rngkaji dan me rmikirkan 

kermbali ke rpurtursan perrce rraian te rrserburt. 

Dari be rberrapa de rfinisi yang dike rmu rkakan di atas dapat ditarik 

kersimpu rlan bahwa hakikat dari ‘iddah ialah waktu r turnggur serorang 

perrermpu ran yang su rdah be rrcerrai dari suraminya baik ce rrai mati mau rpurn 

ce rrai hidurp agar dapat kawin lagi u rnturk me rngertahuri be rrsih rahimnya atau r 

urnturk me rlaku rkan perrintah Allah.
40

 

2. Hukum dan Dasar Hukum ‘Iddah 

‘Iddah dilaksanakan ole rh perrermpu ran yang te rlah be rrcerrai dari 

suraminya, bu rkan laki-laki atau r suraminya. Perrermpu ran yang te rlah berrce rrai 

dari suraminya wajib me rnjalani masa ‘iddah apa pu rn berntu rk ce rrainya, 

ce rrai hidu rp atau r mati, se rdang hamil atau r tidak, masih be rrhaid atau r tidak. 

Kerwajiban me rlaksanakan masa ‘iddah te rlah di atu rr dalam al-Qurran salah 

saturnya dalam firman Allah dalam su rrat al-Baqarah (2) : 228. 

وَلََ يََِلُّ لَنَُّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللٰ هُ  ۗ  وَالْمُطلََّقٰتُ يَ تَ رَبَّصْنَ باِنَْ فُسِهِنَّ ثَ لٰثَةَ قُ رُوْۤءٍ 
ارَْحَامِهِنَّ  ۗ  فِْ   

Para istri yang dice rraikan (wajib) me rnahan diri me rrerka 

(me rnurnggu r) tiga kali qu rrur. Tidak bole rh bagi me rrerka 

me rnye rmbu rnyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim 

me rrerka.
41

 

 

                                                           
40 Dudung Abdul Razak, Widia Sulastri, Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya 

Dalam Bingkai Hukum Islam, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 63-65. 
41 Tim penterjemah al-Quran Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 48. 
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Di antara hadis Nabi yang me rme rrintahkan se rorang pe rrermpu ran 

yang su rdah berrce rrai urnturk me rnjalani masa ‘iddah te rrdapat dalam hadis 

yang disampaikan ole rh Aisyah me rnurrurt riwayat Ibnu r Majah derngan 

sanad yang ku rat yang berrburnyi. 

 امر النبي صلى الل عليه و سلم بريرة أن تعتد بثلث حيض
Nabi SAW, mernyu rrurh baurrairah u rnturk berr‘iddah 

serlama tiga kali haid.
42

 

 

3. Tujuan dan Hikmah ‘Iddah 

Merngernai tu rjuran dan hikmah diwajibkan serorang perre rmpu ran 

yang te rlah be rrcerrai urntu rk me rnjalani ‘iddah yaitu r: pe rrtama, u rnturk 

me rmastikan kosongnya rahim pe rrermpuran te rrserburt dari bibit yang 

ditinggalkan mantan suraminya. Para u rlama me rnye rpakati hal te rrserburt. 

Dura alurr permikiran yang digu rnakan ole rh para urlama serbagai dasar 

perndapatnya pada waktu r itur ialah. 

1) Apabila rahim pe rre rmpu ran te rrdapat bibit yang ditinggalkan ole rh 

mantan su raminya, bibit te rrserburt dapat te rrcampu rr derngan bibit 

serserorang yang akan me rngawininya dan bisa me rnciptakan satur janin 

di dalam pe rrurt perrermpu ran terrserburt. Derngan te rrcampu rrnya bibit 

te rrserburt maka dapat diragu rkan siapa orang tura dari anak yang 

dikandu rng ole rh perrermpu ran te rrserburt. U rpaya agar te rrhindar dari 

te rrcampu rrnya bibit te rrserburt, maka pe rrlur dikertahu ri bahwa rahim 

perrermpu ran itur harurs berrsih serterlah ce rrai dari suraminya agar dapat 

me rnikah derngan laki-laki lain. 
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2) Tidak te rrdapat cara agar me rngatahuri, apakah pe rrermpu ran 

me rngandurng bibit dari mantan suraminya yang baru r saja berrpisah 

atau r tidak ke rcu rali derngan datangnya be rberrapa kali haid pada masa 

itu r. Maka dari itu r diperrlu rkannya masa ‘iddah.
 43

 

Alurr pikir perrtama di atas serperrtinya pada saat serkarang surdah 

tidak re rle rvan lagi karerna surdah dike rtahuri bibit yang akan me rnjadi janin 

hanya dari satu r bibit dan be rrcampu rrnya berbe rrapa bibit dalam rahim tidak 

akan be rrdampak pada bibit yang surdah me rmprose rs karerna, pada saat itu r 

surdah ada alat canggih yang dapat u rnturk me rngatahu ri kosong ataur 

tidaknya rahim pe rre rmpu ran dari mantan suraminya. Ke rndati hal itu r, Allah 

te rtap me rwajibkan. 

Kerdura, urntu rk ta’abburd, adalah se rmata u rnturk me rme rnurhi 

kerhe rndak Allah me rskipurn sercara nalar manu rsia berranggapan tidak pe rrlur 

lagi. Contoh dalam hal te rrserburt, u rmpamanya pe rre rmpu ran yang ce rrai 

karerna su raminya me rninggal dan be rlurm digau rli ole rh su raminya itu r maka 

wajib me rnjalani masa ‘iddah walau rpurn bisa dipastikan bahwa dalam 

rahim pe rrermpu ran itu r tidak te rrdapat bibit dari mantan su raminya. Hikmah 

yang bisa diambil dari ke rterntu ran ‘iddah ialah agar su rami yang te rlah 

me rncerraikan istrinya dapat be rrpikir ke rmbali, me rnyadari tindakan itu r 

tidak baik, dan me rnye rsal atas tindakannya. De rngan adanya iddah dia 

                                                           
43 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 

hlm. 305-306. 



34 
 

 

dapat me rnyatu rkan ke rmbali pe rrkawinannya tanpa haru rs 

me rngadakan akad barur.
44

 

4. Macam-Macam ‘Iddah dan Perhitungannya 

Masa ‘iddah dimu rlai ke rtika te rlah te rrjadi salah satu r dari tiga 

perrsoalan yaitu r talak, fasakh, atau r ke rmatian. Me rngernai perrhitu rngan 

‘iddah urntu rk serorang perre rmpu ran yang surdah ce rrai dari su raminya te rrdapat 

berbe rrapa macam:
45

 

1) ‘Iddah perre rmpu ran yang be rlurm digau rli, maka tidak ada ‘iddah 

baginya. Firman Allah SWT dalam surrat al-Azhab (33) : 49. 

وْهُنَّ مِنْ قَ بْلِ اَنْ تََسَُّوْهُنَّ ا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثَُُّ طلََّقْتُمُ ۗ  ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْ ۗ  يٰ 
وْنَ هَا ةٍ تَ عْتَدُّ يْلً  ۗ  فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ  فَمَت ِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جََِ

Wahai orang-orang yang be rriman, apabila kamu r me rnikahi 

perrermpu ran-perre rmpu ran mu rkminat, ke rmu rdian kamu r ce rraikan 

me rrerka serberlu rm kamu r me rncampu rrinya, tidak ada masa ‘iddah atas 

me rrerka yang pe rrlu r kamu r perrhiturngkan. Maka, berrilah me rrerka 

mu rtah (pe rmbe rrian) dan le rpaskanlah me rrerka derngan cara yang 

serbaik-baiknya.
46

 

 

2) ‘Iddah pe rrermpu ran yang haid adalah tiga kali qu rrur. Firman Allah 

SWT dalam su rrat al-Baqarah (2) : 228. 

   ۗ ۗ   وَلََ يََِلُّ لَنَُّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللٰ هُ فِْ  وَالْمُطلََّقٰتُ يَ تَ رَبَّصْنَ باِنَْ فُسِهِنَّ ثَ لٰثَةَ قُ رُوْۤءٍ 
ۗ   وَبُ عُوْلتَُ هُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِْ ذٰلِكَ اِنْ  ارَْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُ ؤْمِنَّ باِللٰ هِ وَالْيَ وْمِ الَْٰخِرِ 

                                                           
44 Muhammad Solikhudin, Tafsir Hukum Keluarga, (Yogyakarta: Bintang Semesta 

Media, 2022), hlm. 136-137. 
45  Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, “Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa 

Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah),” Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1, 

2017, hlm. 143. 
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   ۗ ۗ   وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  ۗ  وَلَنَُّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوْفِ  ۗ  ا اِصْلَحًا  ارََادُوْ 
 وَاللٰ هُ عَزيِْ زٌ حَكِيْمٌ 

Para istri yang dice rraikan (wajib) me rnahan diri me rrerka 

(me rnurnggur) tiga kali qu rrur. Tidak bole rh bagi me rrerka 

me rnye rmbu rnyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim me rrerka, 

jika me rrerka berriman kerpada Allah dan hari Akhir. Surami-surami 

me rrerka lerbih berrhak urnturk kermbali ke rpada me rre rka dalam (masa) 

itu r, jika me rrerka me rngherndaki pe rrbaikan. Merrerka (para pe rrermpuran) 

me rmpu rnyai hak serimbang de rngan kerwajibannya me rnurrurt cara 

yang patu rt. Akan tertapi, para su rami me rmpu rnyai ke rle rbihan atas 

me rrerka. Allah Mahaperrkasa lagi Mahabijaksana.
47

 

3) ‘Iddah perrermpu ran yang tidak haid adalah tiga burlan. Firman Allah 

SWT dalam su rrat at-Talaq (65) : 4. 

تُ هُنَّ ثَ لٰثَةُ اَشْهُرٍ  كُمْ اِنِ ارْتَ بْتُمْ فَعِدَّ سْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاىِٕۤ وَّالٰ ۤ  يِْ لََْ  ۗ  وَالٰ ۤ  يِْ يىَِٕ
 مِنْ  هُ وَمَنْ ي َّتَّقِ اللٰ هَ يََْعَلْ لَّ  ۗ  هُنَّ وَاوُلٰتُ الََْحَْاَلِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حََْلَ  ۗ  يََِضْنَ 
 ايُسْرً  امَْرهِِ 

Perrermpu ran-perrermpu ran yang tidak mu rngkin haid lagi (me rnopaurser) 

di antara istri-istrimur jika kamu r ragu r-ragur (te rntang masa idahnya) 

maka idahnya adalah tiga bu rlan. Be rgitu r (purla) pe rrermpuran-

perrermpu ran yang tidak haid (berlu rm de rwasa). Adapurn perrermpuran-

perrermpu ran yang hamil, waktu r idah me rrerka adalah sampai me rrerka 

me rlahirkan kandu rngannya. Siapa yang berrtakwa ke rpada Allah, 

niscaya Dia me rnjadikan ke rmu rdahan baginya dalam urrursannya.
48

 

4) ‘Iddah pe rrermpu ran yang masih haid tapi tidak te rrlihat haid adalah 

serlama se rtahu rn. Syafi’i be rrkata, “Hal ini yang dipu rturskan ole rh U rmar 

bin Khattab RA ke rpada Murhajirin dan Anshar. Tidak ada satu rpurn 
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dari me rrerka yang me rmbantah ke rpurtursan U rmar bin Khattab RA 

ini.”
49

 

5) ‘Iddah perrermpu ran dalam ke radaan hamil ialah sampai me rlahirkan. 

Firman Allah SWT dalam su rrat at-Thalaq (65) : 4. 

  ۗ  وَاوُلٰتُ الََْحَْاَلِ اَجَلُهُنَّ انَْ يَّضَعْنَ حََْلَهُنَّ 
.......Adapurn perre rmpuran-perre rmpu ran yang hamil, waktu r idah 

me rrerka adalah sampai me rrerka me rlahirkan kandurngannya.
50

 

 

6) ‘Iddah perre rmpu ran suraminya me rninggal adalah se rlama 4 burlan 10 

hari. Firman Allah SWT dalam surrat al-Baqarah (2) : 234. 

 مِنْكُمْ وَيذََرُوْنَ ازَْوَاجًا ي َّتَ رَبَّصْنَ باِنَْ فُسِهِنَّ ارَْبَ عَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْراًوَالَّذِيْنَ يُ تَ وَف َّوْنَ 
Orang-orang yang mati di antara kamu r dan me rninggalkan iste rri-

iste rri herndaklah me rrerka (istri-istri) me rnurnggur dirinya (be rr‘iddah) 

ermpat bu rlan se rpurlurh hari.
51

 

 

7) ‘Iddah perrermpu ran istihadah adalah sama derngan kerbiasaan haidnya. 

Tertapi apabila te rrmasurk pe rrermpu ran yang me rnopaurser maka 

‘iddahnya akan se rle rsai se rterlah me rle rwati masa tiga bu rlan.
52

 

5. Larangan dalam Masa ‘Iddah 

Perrermpu ran yang ditalak atau r ditinggal mati su raminya dike rnakan 

khitab hu rkurm ‘iddah, yakni: 
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1) Dilarang dikhitbah ataur dilamar. 

Perempuan yang masih dalam masa ‘iddah termasuk 

perempuan yang haram dikhitbah. Para ulama ahli fikih telah 

bersepakat bahwa mengkhitbah secara jelas (sharih) atau membuat 

janji menikah dengan perempuan dalam kondisi tersebut hukumnya 

haram. Baik ‘iddah tersebut adalah ‘iddah wafat, ‘iddah talak raj’i, 

atau talak bain. Hal itu dilarang karena sersurai firman Allah SWT 

dalam su rrat al-Baqarah ayat 235. 

Jika ‘iddah itu karena wafatnya suami, menurut 

kesepakatan para ahli fikih khitbah boleh dilakukan. Karena dengan 

kewafatan tersebut ikatan suami istri telah selesai. Tetapi, jika sebab 

‘iddahnya talak ‘raji menurut kesepakatan para ahli fiqih, khitbah 

haram dilakukan. Karena orang yang mentalak memiliki hak untuk 

rujuk lagi ketika ‘iddah. 

Jika talaknya bain sugra (kecil) ataupun kubra (besar) maka 

mengkhitbah perempuan yang dalam kondisi ini ada dua pendapat, 

menurut mazhab Hanafi khitbah haram karena dalam kondisi talak 

bain sugra si lelaki mempunyai kesempatan akad nikah ulang 

sebelum selesai ‘iddah, sebagaimana setelah selesai iddah. Adapun 

ketika perempuan dalam kondisi talak bain kubra khitbah secara 

ta'ridh (sindiran) dilarang ketika masih dalam masa ‘iddah. 

Larangan itu agar si perempuan tidak berbohong bahwa dirinya telah 

usai masa iddahnya. Menurut jumhur khitbah boleh karena 
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keumuman firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 235. 

Talak bain dengan dua macamnya tersebut dapat memutus ikatan 

pernikahan. Oleh karena itu, mengkhitbah secara ta'ridh bukan 

merupakan bentuk penistaan terhadap hak lelaki yang menalak. 

Dengan demikian, perempuan dalam kondisi ini serupa dengan 

perempuan dalam kondisi masa ‘iddah sebab 

ditinggal wafat suaminya.
53

 

2) Dilarang me rnikah ataur dinikahi. 

Sersurai surrat al-Baqarah ayat 235 yang artinya “dan 

janganlah kamu r berr'azam (be rrtertap hati) u rnturk berraqad nikah, 

serberlu rm habis ‘iddahnya. dan ke rtahurilah bahwasanya Allah 

me rngertahuri apa yang ada dalam hatimu r; Maka taku rtlah ke rpada-Nya, 

dan ke rtahurilah bahwa Allah Maha Perngampu rn lagi Maha 

Pernyantu rn.” Hal terrserburt dilarang kare rna perrermpu ran yang serdang 

me rnjalani ‘iddah talak raj’i mantan su raminya me rmiliki hak rurjurk 

pada wanita itu r. Serlain itu r turjuran ‘iddah talak ba’in atau r wafat jurga 

urnturk me rncergah ke rkacau ran nasab.
 54

 

3) Larangan ke rlu rar rurmah 

U rlama Hanafiyah berrperndapat, pe rrermpu ran yang me rnjalani 

‘iddah kare rna talak maka haram u rntu rk dia ke rlurar rurmah baik siang 

atau r malam. Hal ini berrlandaskan pada surrat at-Talaq ayat 1 yang 
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artinya “Janganlah kamu r kerlurarkan me rre rka dari ru rmah me rrerka dan 

janganlah me rrerka (diizinkan) ke r lu rar kercu rali me rrerka me rngerrjakan 

perrburatan ke rji yang terrang.” Maksu rd dari ayat te rrserburt ialah pe rrintah 

agar me rnermpatkan perre rmpu ran di ru rmah be rrarti larangan urnturk 

me rngerlurarkan atau r me rngajak kerlurar pe rrermpu ran itu r.
55

 

4) Mermbatasi diri 

Al-Ahdad berrarti mermbatasi diri. Maksurd dari me rmbatasi 

diri dalam hal ini ialah se rserorang perre rmpuran yang se rdang me rnjalani 

masa ‘iddah dilarangan me rnggurnakan perrhiasan yang be rrme rwah-

me rwah dan wangi-wangian.
56

 

6. Hak dan Kewajiban Suami dalam Masa ‘Iddah 

1) Surami bisa ke rmbali ke rpada istri yang me rnjalani masa ‘iddah talak 

raj'i 

2) Istri yang dice rraikan olerh suraminya berrhak me rndapatkan urang 

berlanja dan te rmpat tinggal se rlama ‘iddahnya be rlu rm se rlersai, karerna 

itu r adalah ke rwajiban surami yang me rnce rraikannya. Se rbagaimana 

dijerlaskan dalam al-Qurran surrat at-Talaq ayat 1. 

3) Perrermpu ran yang ditinggal mati su raminya dalam ke radaan hamil 

atau rpurn tidak, tidak be rrhak me rndapatkan urang be rlanja dan te rmpat 

tinggal kare rna surdah me rndapatkan warisan.
57
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Perndapat T.M Hasbi Ash-Shiddierqy se rorang u rlama be rsar di 

bidang tafsir dan hadis, urlama me rmbagi talak me rnjadi dura macam yaitur 

talak su rnah dan bid’ah derngan be rrlandaskan surrat At-Talaq ayat 1. Talak 

surnah (surnni) adalah talak yang dibole rhkan yaitu r talak yang dijaturhkan 

kerpada istri yang serdang surci dan tidak digau rli dalam waktur surci 

te rrserburt. Serdangkan yang dimaksurd de rngan talak bid’ah (bi’di) adalah 

talak yang dilarang, yaitu r talak yang dijaturhkan pada waktu r Istri dalam 

keradaan haid, atau r istri dalam ke radaan surci tapi su rdah digaurli pada 

waktur surci terrserburt.
58

 

Merncerrmati su rrat at-Talaq ayat 1 te rrserburt, ada be rbe rrapa hal 

yang me rnarik urntu rk dicatat. 

1) Merntalak istri se rbaiknya istri dalam keradaan su rci dan berlu rm 

dicampu rri, talak ini ialah talak su rnni. Serdangkan me rnjaturhkan talak 

kerpada istri yang dalam ke radaan haid ataur dalam ke radaan surci tapi 

te rlah di jima’ (dise rturburhi) maka haram atau r dilarang hu rkurm talak 

te rrserburt. 

2) Surami me rmiliki kerwajiban te rrhadap istri yang ditalak urnturk 

me rmbe rrikan te rmpat tinggal ke rpadanya serlama masih dalam ‘iddah 

dan istri yang ditalak dilarang u rnturk kerlurar atau r pindah ker termpat 

lain ke rcurali hal itu r baik u rnturk dirinya. 

3) Surami tidak diwajibkan urntu rk me rmbe rrikan te rmpat tinggal kerpada 

istri yang tidak dapat dirurjurk lagi. 
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4) Talak dapat dilaku rkan urntu rk jalan kerlurar dari pe rrgaurlan surami istri 

yang tidak aman.  

Hurkurm Islam te rlah me rmu rturskan derngan te rgas terrhadap istri yang 

ditalak su raminya. Su rrat at-Talaq ayat 6 mernjadi landasan bagi surami 

urnturk me rmbe rrikan termpat tinggal bagi istri yang ditalaknya, ayat ini 

jurga me rmbe rrikan pernjerlasan yang te rgas terrkait ke rwajiban lainnya 

yang haru rs dilaku rkan ole rh surami se rperrti me rmbe rrikan biaya urntu rk 

kerpe rrluran sursur anak-anaknya.
59

 

7. Hak dan Kewajiban Istri dalam Masa ‘Iddah 

Saat serorang istri mernjalani masa ‘iddah serterlah pe rrcerraian, dia 

te rtap me rmiliki hak-hak dari mantan suraminya, me rskipurn tidak serkurat 

saat me rrerka masih dalam pe rrkawinan. Hak-hak ini te rrmasu rk durkurngan 

finansial se rlama ‘iddah dan pe rme rnurhan ke rburturhan dasar lainnya, yang 

te rrganturng pada je rnis pe rrcerraian yang te rrjadi. Ini be rrturjuran u rnturk 

me rmbe rrikan pe rrlindurngan sosial dan e rkonomi ke rpada istri yang te rlah 

berrce rrai sersurai de rngan prinsip-prinsip Islam. 

Terrdapat be rberrap hak pe rrermpu ran yang be rrada dalam masa 

‘iddah masa ‘iddah talak raj’i, hak te rrserburt yaitu r: 

1) Serlama istri me rnjalani masa ‘iddah, dia berrhak tinggal di rurmah 

suraminya. 

2) Perrermpu ran yang masih dalam ‘iddah talak raj’i apalagi serdang 

hamil, be rrhak me rmperrole rh nafkah lahir dari suraminya. U rnturk 
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perrermpu ran yang brce rrai kare rna ditinggal mati suraminya tidak 

me rndapatkan apa-apa kercurali harta waris, te rtapi be rrhak u rnturk te rtap 

tinggal di ru rmah su raminya sampai masa ‘iddahnya be rrakhir. 

3) Perrermpu ran yang serdang me rnjalani ‘iddah talak raj’i berrhak 

me rmpe rrole rh harta waris dari suraminya yang wafat, se rdangkan hal 

te rrserburt tidak be rrhak didapatkan ole rh perrermpu ran yang ditalak tiga 

ole rh suraminya.
 60

 

U rnturk kerwajiban pe rrermpu ran yang be rrada dalam masa ‘iddah 

masa ‘iddah talak raj’i ialah serbagai be rrikurt: 

1) Serlama pe rrermpu ran me rnjalani masa ‘iddah, dilarang u rntu rk dipinang 

ole rh laki-laki lain, baik se rcara te rrang-terrangan mau rpurn de rngan cara 

sindiran. Namu rn, ada pe rngercuralian bagi pe rrermpu ran yang ditinggal 

mati suraminya, di mana dalam hal ini dia dapat dipinang de rngan 

sindiran. 

2) Dilarang bagi se rorang pe rrermpu ran yang serdang me rnjalani masa 

‘iddah urntu rk kerlurar rurmah, me rnurrurt mayoritas u rlama fikih kercu rali 

mazhab Syafi'i, ke rcurali jika ada ke rburturhan me rndersak serpe rrti u rnturk 

me rme rnurhi ke rburturhan serhari-hari. Alasan ini be rrdasarkan pada 

pernafsiran dari Su rrah at-Talaq ayat 1 dalam al-Qurr'an. 
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3) Perrermpu ran yang me rnjalani ‘iddah kare rna suraminya me rninggal wajib 

me rlakurkan be rrihdad, yaitu r dilarang be rrhias urntu rk me rmpe rrcantik 

dirinya se rlama e rmpat burlan se rpurlurh hari.
61

 

C. Konsep Umum tentang Pendaftaran Nikah di KUA 

1. Pengertian Pendaftaran Nikah 

Perndaftaran nikah adalah prose rs di mana calon pe rngantin 

me rngurnjurngi kantor perme rrintahan u rntu rk me rndaftarkan pe rrnikahannya. 

Merrerka me rnyampaikan dokurme rn perrsyaratan nikah ke rpada perturgas yang 

berrtu rgas urnturk me rncatat dan me rngerlola administrasi pe rrnikahan. Se rterlah 

perncatatan se rlersai, dilaku rkan pernjadwalan ijab kaburl ole rh perturgas. 

Langkah te rrakhir adalah pe rmbu ratan laporan pe rrnikahan, te rrmasu rk 

permbu ratan burkur nikah dan doku rme rn lainnya.
62

 

2. Syarat-Syarat Pernikahan di KUA 

Perrnikahan yang dilangsu rngkan di KU rA terrdapat be rberrapa 

perrsyaratan. Hal te rrserburt diatu rr dalam Pasal 6 ayat 1 sampai 6 U rndang-

U rndang Nomor 1 Tahurn 1974 terntang perrkawinan. Syarat te rrserburt 

me rlipurti: 

1) Perrkawinan didasarkan pe rrsertu rjuran ke rdura calon me rmpe rlai. 

2) Izin orang tu ra jika calon pe rngantin be rlurm berrurmu rr 21 tahurn. 
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Jika salah satu r dari kerdura orang tu ra tidak dapat me rnyatakan 

kerhe rndaknya, izin dapat dipe rrole rh dari orang tura yang masih hidurp atau r 

dari orang yang mampu r me rnyatakan ke rherndak. Namu rn, jika kerdura orang 

tura te rlah me rninggal atau r tidak mampu r mernyatakan ke rhe rndak, izin dapat 

dipe rrolerh dari wali, orang yang me rrawat, atau r kerlurarga yang me rmiliki 

hurburngan darah dan mampu r me rnyatakan kerhe rndaknya se rlama me rrerka 

masih hidu rp. Dan apabila te rrdapat pe rrberdaan pe rndapat antara orang-

orang te rrserburt atau r tidak me rnyatakan perndapatnya, maka perngadilan 

dalam dae rrah hurkurm te rmpat tinggal calon me rmpe rlai atas pe rrmintaannya 

dapat me rmbe rri izin serte rlah me rnderngar orang-orang yang tadi diserburtkan. 

Kerte rnturan ini be rrlakur serpanjang hurkurm masing-masing agamanya dan 

kerpe rrcayaannya itu r. 

Mernte rri Agama Rerpurblik Indone rsia jurga me rngaturr te rrkait 

syarat-syarat pe rrnikahan di KU rA yang diatu rr dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 

Perratu rran Mernte rri Agama Rerpurblik Indonersia Nomor 20 Tahurn 2019 

te rntang perncatatan perrnikahan. Syarat-syarat te rrserburt me rlipu rti: 

1) Surrat perngantar nikah atau r N1 didapat dari kerlu rrahan ataur dersa 

te rmpat tinggal calon perngantin 

2) Foto kopi akta ke rlahiran atau r surrat ke rterrangan ke rlahiran dari de rsa 

atau r kerlurrahan se rte rmpat 

3) Foto kopi kartu r tanda pe rndurdurk 

4) Foto kopi kartu r kerlu rarga 
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5) Surrat rerkome rndasi nikah dari KU rA Kercamatan se rte rmpat jika calon 

perngantin me rlangsurngkan nikah di lu rar wilayah ke rcamatan 

6) Surrat pe rrsertu rjuran ke rdura calon pe rngantin atau r N4 

7) Surrat izin orang tura atau r N5 jika calon perngantin di bawah urmu rr 21 

tahu rn 

8) Izin wali yang me rngasurh atau r ke rlurarga hu rbu rngan darah atau r 

perngampu r jika ke rdura orang tu ra yang dimaksu rd dalam poin 

serberlu rmnya me rninggal du rnia atau r tidak dapat me rnyatakan ke rherndak. 

9) Izin dari pe rngadilan, dalam hal orang tu ra, wali, dan pe rngampur tidak 

ada 

10) Dispernsasi perngadilan bagi calon su rami yang be rlu rm be rrursia sersurai 

U rUr No. 1 Tahurn 1974 te rntang perrkawinan 

11) Surrat izin dari atasan atau r kersatu ran jika calon pe rngantin TNI atau r 

POLRI 

12) Pernertapan izin poligami dari pe rngadilan agama bagi su rami yang 

herndak be rristri le rbih dari se rorang 

13) Akta ce rrai jika calon perngantin ce rrai hidurp bagi yang pe rrcerraiannya 

te rrjadi serberlu rm be rrlakur U rUr No. 7 Tahurn 1989 terntang pe rngadilan 

agama 

14) Akta ke rmatian jika calon pe rngantin du rda atau r janda ditinggal mati. 

Jika warga nergara Indonersia yang tinggal di lurar nergerri dan   

surdah tidak mermiliki dokurmern kerperndurdurkan, syarat perrnikahan serbagai 

berrikurt:  
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1) Surrat   perngantar   dari   perrwakilan   Rerpurblik Indonersia di lurar 

nergerri 

2) Perrserturjuran kerdura calon perngantin 

3) Izin terrturlis orang tura ataur wali bagi calon perngantin yang berlu rm 

merncapai ursia 21 (dura purlurh satur) tahurn 

4) Pernertapan izin poligami dari perngadilan agama bagi surami yang 

herndak berristri lerbih dari serorang 

5) Akta cerrai ataur surrat kerterrangan cerrai dari instansi yang berrwernang 

6) Akta kermatian ataur surrat kerterrangan kermatian surami ataur istri diburat 

olerh perjabat yang berrwernang.  

3. Alur Pendaftaran Nikah di KUA  

1) Alurr perndaftaran nikah sercara offline r 

Tahap pe rrtama, calon pe rngantin me rngurru rs surrat pe rngantar 

nikah di RT/RW, yang nantinya dibawa ker ke rlu rrahan ole rh calon 

perngantin. Ke rmu rdian, calon pe rngantin me rngurrurs surrat pe rngantar 

nikah (N1-N4) di kantor ke rlurrahan, yang akan dibawa ke r Kantor 

U rrursan Agama (KU rA) Kercamatan. Jika pe rrnikahan di lu rar 

kercamatan serte rmpat, pasangan harurs me rmbawa surrat rerkomerndasi 

nikah ke r KUrA Kercamatan di te rmpat akad nikah dilaksanakan. Jika 

perrnikahan akan dilakurkan dalam ku rrurn waktur ku rrang dari 10 hari 

kerrja, pasangan pe rngantin haru rs me rngurnjurngi kantor ke rcamatan 

serte rmpat u rnturk me rmohon dispernsasi nikah. 
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Tahap ke rdura, calon perngantin me rlaku rkan perndaftaran nikah 

di KU rA te rmpat akad nikah akan dilangsurngkan. Jika pe rrnikahan 

dilaku rkan di kantor KUrA, biaya layanan te rrserburt gratis. Namurn, jika 

perrnikahan dilaku rkan di lu rar kantor KUrA, calon pe rngantin 

diharu rskan me rmbayar biaya layanan serbersar Rp. 600.000 di bank 

perrserpsi yang be rrada di serkitar KU rA te rmpat pe rrnikahan akan 

dilangsu rngkan. Serterlah itu r, calon perngantin haru rs me rnye rrahkan slip 

sertoran biaya nikah ker KU rA termpat pe rrnikahan akan dilaksanakan. 

Tahap kertiga, data nikah calon pe rngantin dan wali nikah 

dipe rriksa olerh pe rturgas KUrA di KU rA te rmpat pe rrnikahan akan 

dilangsu rngkan. Jika perrnikahan diadakan di lu rar kantor KU rA, akad 

nikah dan pe rnye rrahan burkur nikah dilakurkan di lokasi pe rrnikahan. 

Serdangkan jika perrnikahan dilangsurngkan di kantor KU rA, akad 

nikah dan pe rnye rrahan burkur nikah dilaku rkan langsu rng di kantor KUrA 

te rrserburt.
63

 

2. Alurr Perndaftaran Nikah Sercara Online r 

Tahap pe rrtama, calon pe rngantin me rmbu rka we rbsiter 

SIMKAH http://simkah.ke rme rnag.go.id. Serte rlah itu r calon pe rngantin 

dapat me rmilih me rnur ‘Masurk/Daftar’. Calon perngantin bisa langsurng 

masurk apabila su rdah me rndaftar dan surdah me rmpu rnyai aku rn. Serte rlah 

itu r, calon pe rngantin akan diarahkan ke r mernur dashboard arera, serte rlah 

itu r me rre rka haru rs me rngisi data diri me rre rka. 
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Tahap Ke rdura, calon pe rngantin me rmilih me rnur ‘Daftar 

Nikah’ pada dashboard arera. Kermu rdian calon pe rngantin me rnyiapkan 

dokurme rn perrsyaratan yang dipe rrlu rkan. Serte rlah itu r calon perngantin 

me rngisi dan me rle rngkapi se rmu ra formu rlir-formu rlir yang dise rdiakan. 

Biaya layanan gratis apabila pe rrnikahan dilaksanakan di kantor 

KUrA. Tertap, biaya layanan se rbe rsar Rp. 600.000. dipe rrlurkaan jika 

perrnikahan diadakan di lu rar kantor KU rA. Invoice r pe rmbayaran akan 

te rrgernerrate r otomatis olerh sisterm. Calon perngantin dapat me rmbayar 

tagihan se rsurai de rngan informasi di invoicer pe rmbayaran. 

Tahap kertiga, di kantor KUrA termpat akad nikah, pertu rgas 

KUrA me rme rriksa data nikah calon pe rngantin dan wali nikah. Jika 

perrnikahan dilaku rkan di lu rar kantor KU rA, akad nikah dan burku r 

nikah haru rs dilaku rkan di lokasi nikah. Serbaliknya, jika akad nikah 

dilaku rkan di KU rA, burkur nikah haru rs diserrahkan di KU rA te rmpat 

akad nikah dilaku rkan. Se rsurai de rngan PMA No. 20 Tahurn 2019 

te rntang Pe rncatatan Perrnikahan, calon pe rngantin dapat pe rrgi ker KU rA 

yang ditu rjur urnturk me rlakurkan pe rme rriksaan nikah dan me rmbawa 

berrkas yang dilaku rkan paling lambat 15 hari ke rrja serte rlah me rndaftar 

sercara online r.
64

 

Apabila masyarakat tidak datang ke r KUrA yang ditu rjur dalam 

waktur 15 hari ke rrja, berrkas pe rndaftaran online r akan hangurs dan 

harurs me rrerka harurs me rndaftar ke rmbali dari awal. 
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4. Pentingnya Pendaftaran Nikah di KUA 

Perndaftaran nikah, me rmiliki be rberrapa alasan pernting yang 

me rmpe rngarurhi ke rhidurpan serhari-hari serserorang. Berriku rt adalah berberrapa 

alasan terrserburt:
 65

 

1) Kerpastian Hu rku rm. Perndaftaran nikah me rmbe rrikan ke rpastian hurkurm 

te rrhadap statu rs perrkawinan se rserorang. Derngan de rmikian, 

perrkawinan yang sah se rcara agama jurga diaku ri dan sah sercara 

hurkurm ne rgara. 

2) Perrlindu rngan Hurkurm. Pe rndaftaran nikah me rmbe rrikan perrlindurngan 

hurkurm ke rpada istri dan anak-anak yang lahir dalam serburah 

perrkawinan. Jika serorang anak lahir ole rh dura orang tu ra yang 

perrkawinannya be rlurm dicatat, maka anak te rrserbu rt hanya me rmiliki 

hurburngan de rngan iburnya dan tidak me rmiliki hu rburngan waris derngan 

ayah kandu rngnya, walau rpurn hasil te rs DNA me rnurnjurkkan bahwa ia 

adalah anak biologis dari sang ayah. 

3) Perrlindu rngan Waris. Perndaftaran nikah me rmbe rrikan perrlindurngan 

waris terrhadap anak yang lahir dalam se rburah perrkawinan. Serhingga, 

anak te rrserburt me rmiliki hak waris yang sah dan tidak te rrgantikan ole rh 

statu rs perrkawinan orang tu ra 

4) Kerte rrjaminan Hak. Perndaftaran nikah me rmbe rrikan kerte rrjaminan hak 

te rrhadap serserorang yang te rlah me rnikah. Derngan de rmikian, se rserorang 
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yang te rlah me rnikah me rmiliki hak yang sah dan tidak terrgantikan 

ole rh staturs perrkawinan. 

5) Perngakuran Statu rs Perndurdurk. Perndaftaran nikah me rmbe rrikan 

perngaku ran statu rs perndurdurk te rrhadap se rserorang yang te rlah mernikah. 

Derngan de rmikian, serserorang yang te rlah me rnikah me rmiliki statu rs 

perndurdurk yang sah dan tidak te rrgantikan ole rh staturs perrkawinan.
 66

 

6) Perrlindu rngan Administrasi. Pe rndaftaran nikah me rmberrikan 

perrlindu rngan administrasi te rrhadap se rserorang yang te rlah mernikah. 

Derngan dermikian, serserorang yang te rlah me rnikah tidak me rngalami 

kersurlitan dalam pe rngurrursan administrasi kerpe rndurdu rkan lainnya. 

7) Terrtib dalam Pe rngurrursan. Perndaftaran nikah me rmbe rrikan te rrtib 

dalam pe rngurru rsan administrasi ke rperndurdurkan lainnya. Derngan 

dermikian, se rserorang yang te rlah mernikah tidak me rngalami 

kerte rrlambatan dalam me rngurrurs administrasi ke rperndurdurkan 

lainnya.
67

 

Berrdasarkan pe rnjerlasan di atas pe rndaftaran nikah me rrurpakan 

sersuratur yang mu rdah dilaksanakan de rngan atu rran atu rran yang jerlas yang 

diburat ole rh pe rme rrintah u rntu rk me rmastikan statu rs hurkurm dan 

perrlindu rngan hurkurm serserorang yang he rndak me rnikah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pernerlitian ini te rrmasurk dalam pe rnerlitian lapangan (fie rld rerserarch), di 

mana foku rsnya adalah pada ge rjala ataur pe rristiwa yang mu rncu rl dalam 

masyarakat. Le rbih lanju rt, pe rnerlitian ini dapat dikate rgorikan serbagai stu rdi 

kasurs (caser stu rdy).
68

 Dalam pe rne rlitian ini pernurlis me rngkaji terrkait kasurs yang 

te rrjadi di lapangan berrurpa khitbah yang dilaksanakan pada masa ‘iddah yang 

dijurmpai di KU rA Kercamatan Srurwerng Kaburpate rn Kerburme rn karerna pasangan 

te rrserburt herndak me rndaftar pe rrnikahan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pernderkatan pe rnerlitian yang digu rnakan u rnturk me rme rcahkan masalah 

adalah me rtode r pernderkatan normatif. Pernde rkatan normatif me rngacu r pada 

pernde rkatan yang me rnilai agama be rrdasarkan ajarannya yang dianggap 

pernting dan asli dari Tu rhan, tanpa te rrpe rngarurh pandangan manu rsia. Dalam 

pernde rkatan ini, te rks agama dianggap se rbagai otoritas mu rtlak yang be rrasal 

dari Turhan, di mana kerjerlasannya diu rkurr berrdasarkan te rks yang me rmiliki sifat 

qat’i atau r mu rtlak.
69

 Dalam pe rnderkatan perne rlitian ini, pe rnderkatan normatif 

me rlibatkan kajian te rrhadap nash-nash hurkurm Islam, se rperrti al-Qurran, hadis, 
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dan ijma u rlama yang me rmbahas te rrkait permiangan dan masa ‘iddah dalam 

hurkurm Islam. 

C. Sumber Data 

Dalam pe rne rlitian ini te rrdapat du ra macam su rmbe rr pernerlitiaan yaitu r 

surmbe rr data prime rr dan surmbe rr data serkurnderr. Surmbe rr data se rkurnderr 

perne rlitian ini yaitu r berrurpa foto dan doku rme rn te rrkait pe rndaftaran nikah dalam 

masa ‘iddah dan. Surmbe rr data prime rr pe rnerlitian ini adalah Pe rnghurlu r 

serkaligu rs kerpala KU rA Bapak H. Miftahurdin, S.H.I., M.Pd, dan pe rndaftar 

nikah yang masih dalam masa ‘iddah yaitu Bapak Ponirin, Ibur Paryatin, serrta 

Ibur Tri Murlyasih, serbagai informan yang diburturhkan gurna merncari data yang 

berrhurburngan de rngan khitbah dalam masa ‘iddah ditinjau r dari hurkurm Islam. 

Serme rntara su rmbe rr data se rkurnderr pe rnerlitian ini ialah data te rntang 

praktik pe rndaftaran pe rrnikahan yang terrjadi pada masa ‘iddah di KU rA 

Kercamatan Sru rwerng Kaburpate rn Kerburmern, tinjau ran hurkurm Islam te rrhadap 

khitbah pada masa ‘iddah yang te rrdapat dalam lite rraturr serperrti kitab-kitab 

fikih, KHI, burkur-burkur, jurrnal, artike rl, ataur purblikasi lain. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Perngurmpu rlan data dalam pe rnerlitian ini me rnggurnakan terknik 

purrposiver sampling. Purrposive r sampling adalah prose rs me rmilih sampe rl yang 

dipe rrolerh dari su rmberr data de rngan me rmperrtimbangkan aspe rk-asperk te rrterntu r. 

Serserorang yang diakuri paling me rmiliki kerwernangan se rhingga pe rnerliti le rbih 
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mu rdah me rndalami surbjerk yang dite rliti.
70

 Dalam prose rs me rnyaturkan data pada 

perne rlitian ini pe rnerliti me rmakai me rtode r-mertode r serbagai be rrikurt: 

a. Obserrvasi me rrurpakan aktivitas yang dikerrjakan ole rh perne rliti de rngan 

me rlaksanakan pe rnerlitian te rrhadap fakta-fakta di lapangan.
71

 Obserrvasi 

pada perne rlitian ini dilaksanakan di ru rmah pasangan yang me rndaftar 

nikah yaitu r dersa Karangpurle r dan Donosari serrta di KU rA Kercamatan 

Srurwerng Kaburpatern Kerburme rn. 

b. Dokurme rntasi adalah te rknik me rnghimpurn data me rnggurnakan cara 

me rncari atau r me rnghimpu rn data yang be rrkaitan de rngan perrsoalan yang 

diamati, mu rlai dari burkur, laporan, jurrnal, majalah, inte rrnert, dan lainnya. 

Dokurme rntasi digu rnakan urntu rk me rmpe rrole rh data serkurnderr me rnge rnai 

praktik khitbah di daerrah te rrserburt yang diolah dan dianalisis derngan data 

prime rr yang didapat di lapangan. 

c. Wawancara me rrurpakan aktivitas atau r suratu r terknik komu rnikasi antara 

pernanya dan su rmbe rr informasi de rngan cara komu rnikasi langsurng ataur 

bisa jurga dikatakan bahwa wawancara adalah pe rrbincangan sercara 

langsurng antara pe rwawancara de rngan surmbe rr informasi.
72

 Yang me rnjadi 

surbjerk pada perne rlitian ini yaitu r kerpala dan pernghurlur KUrA Kercamatan 

Srurwerng Kaburpate rn Kerburme rn serrta calon pe rngantin yang me rndaftar 

nikah. 

                                                           
70 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 

2021), hlm. 137. 
71 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 

hlm. 90. 
72 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, cet. 

V, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 372. 



54 
 

 

E. Teknik Analisis Data 

Mertode r analisis yang digurnakan pernurlis urntu rk me rnganalisis data 

te rrdiri dari tiga tahap u rtama: re rdurksi data, pe rnyajian data, dan pe rnarikan 

kersimpu rlan. Tahap rerdurksi data me rncakurp serle rksi, fokurs pada 

pernye rderrhanaan, pe rngabstraksian, dan transformasi data kasar yang be rrasal 

dari catatan te rrturlis di lapangan. Dalam konte rks ini, pernurlis me rngurmpu rlkan 

data langsu rng dari lapangan, se rperrti me rngurmpu rlkan informasi te rntang 

pasangan yang me rlaku rkan khitbah se rlama masa ‘iddah, dan ke rmu rdian 

me rrangkurmnya u rntu rk me rnghasilkan data yang le rbih terrfokurs dan ringkas. 

Pernyajian data me rrurpakan aktivitas ke rtika gabu rngan informasi disu rsurn, 

serhingga me rmbe rri perlu rang akan adanya pe rnarikan kersimpu rlan dan 

perngambilan tindakan. Pernyajian data ku ralitatif dapat berrbe rnturk terks naratif 

berrurpa catatan lapangan, grafik, matriks, jaringan, dan bagan. Pernurlis dalam 

tahap ini me rnyu rsurn informasi yang surdah te rrkurmpu rl dari surmbe rr serkurnderr 

dan surmbe rr prime rr dan pe rnyajian data dike rmu rkakan dalam te rks naratif 

berrurpa catatan lapangan. Dan yang te rrakhir pe rnarikan ke rsimpurlan pe rnerlitian 

hal ini dilaku rkan serlama be rrada di lapangan sercara be rrkersinambu rngan. Dari 

perrmu rlaan pe rngurmpurlan data, pe rne rlitian kuralitatif mu rlai me rncari de rfinisi 

bernda-be rnda, me rnurlis kercocokan pola-pola dalam catatan te rori, pe rnjerlasan-

pernjerlasan, konfigu rrasi-konfigu rrasi yang mu rngkin, alu rr serbab akibat, dan 

proposisi.
73
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHITBAH PEREMPUAN 

DALAM MASA ‘IDDAH (STUDI PENDAFTARAN NIKAH DI KUA 

KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN) 

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitbah Perempuan dalam Masa 

‘Iddah di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seseorang 

perempuan agar mau menikah dengannya. Khitbah dibagi menjadi dua 

macam khitbah secara terang terangan (sharih) dan khitbah secara sindiran 

(ta’rid). Dalam syariat Islam terdapat perempuan yang dilarang untuk 

dikhitbah salah satunya yaitu perempuan yang masih dalam ‘iddah. Sebab 

terjadinya masa ‘iddah salah satu diantaranya karena talak. ‘Iddah yang 

disebabkan karena talak dan si perempuan masih haid maka ‘iddah itu selama 

tiga kali quru’. Pada saat menjalani masa ‘iddah talak raj’i mantan suami 

memiliki hak untuk kembali pada istrinya tanpa adanya akad nikah baru, 

selama perempuan itu masih menjalani masa ‘iddah.  

Mengenai peminangan terhadap perempuan yang sedang menjalani 

masa ‘iddah talak raj’i, para ahli fikih sepakat bahwa hukum peminangan 

tersebut ialah haram. Para ahli fikih sepakat mengharamkan khitbah karena 

orang yang menalak masih memiliki hak untuk rujuk lagi ketika sedang 
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dalam masa ‘iddah.
74

 Dasar hukum yang digunakan oleh para ahli fikih ialah 

al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi: 

ۗ  ا اِصْلَحًا  وَبُ عُوْلتَُ هُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِْ ذٰلِكَ اِنْ ارََادُوْ 

Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka 

dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.
75

 

 

Ayat tersebut berkaitan dengan talak raj’i atau yang biasa disebut 

dengan talak satu. Talak raj’i diharamkan untuk dipinang, baik dengan cara 

sindiran maupun secara terang-terangan. Karena ‘iddah pada talak raj’i tidak 

memutuskan hubungan suami istri pada saat itu, dan suami masih memiliki 

hak untuk kembali kepada istrinya, sebelum masa ‘iddah selesai tanpa 

diperlukannya mahar dan akad nikah baru.
76

 

Maksud kata “mereka” dalam terjemah al-Quran surat al-Baqarah 

ayat 228 di atas mengacu pada istri yang telah di talak raj’i oleh suaminya. 

Jadi, yang dimaksud “para suami mereka” ialah suami dari istri yang ditalak 

raj’i. walaupun seorang istri telah dijatuhkan talak raj’i oleh seorang laki-

laki, kedudukan laki-laki itu masih disebut sebagai suaminya. Hal tersebut 

karena yang mentalak dan yang ditalak masih memiliki ikatan dan kewajiban. 

Istri yang telah ditalak memiliki kewajiban menunggu, sedangkan suami yang 

                                                           
74 Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, Cetakan 1, Terj. Abdul Hayyie al-
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hlm. 166. 



57 
 

 

mentalak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri yang ditalak 

olehnya.
77

 

Selain dalam al-Qur’an, penjelasan mengenai perempuan yang 

menjalani ‘iddah talak raj’i juga dijelaskan dalam hadis yang disabdakan 

Rasulullah SAW. 

ثَ نَا وكَِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ عَنْ الَْْسْوَدِ  ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ مَُُمَّدٍ حَدَّ حَدَّ
 ضٍ حِيَ  بثَِلَثِ  عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ أمُِرَتْ برَيِرةَُ أَنْ تَ عْتَدَّ 

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad 

berkata, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari 

Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari ‘Aisyah ia berkata, 

“Barirah diperintah untuk menjalani masa ‘iddah selama tiga kali 

haid.” (HR. Ibnu Majah)78 

 

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Barirah diperintahkan untuk 

menjalani masa ‘iddah talak selama tiga kali haid. Maka dari hadis tersebut 

dapat disimpulkan bahwa perintah menjalani masa ‘iddah ialah wajib 

dilaksanakan karena kewajiban menjalani masa ‘iddah juga sudah 

diperintahkan dan diterapkan sejak zaman Rasulullah. 

Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 12 ayat 1 dan 2 juga 

dijelaskan mengenai perempuan yang dapat dipinang, isi pasal tersebut yaitu 

“peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan 

atau terhadap janda yang telah habis masa ‘iddahnya. Wanita yang ditalak 

suami yang masih berada dalam masa ‘iddah raj’i, haram dan dilarang untuk 

dipinang”.  

                                                           
77 Muflikhatul Khoiroh, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan), (Surabaya: 

UIN Sunan Ampel Press, 2014), 132. 
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Setelah penulis melakukan penelitian dan observasi terkait 

pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sruweng maka ditemukan dua 

pasangan pendaftar nikah yang memiliki kejanggalan dalam berkas 

pendaftaran nikahnya. Pasangan pendaftar nikah yang pertama yaitu Zaenal 

Anwar dan Tri Mulyasih mereka mendaftar nikah pada saat Tri Mulyasih 

sedang dalam masa ‘iddah talak raj’i dengan mantan suaminya. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Tri Mulyasih 

dan mendapat keterangan bahwa Tri Mulyasih mengajukan gugatan 

perceraian kepada mantan suaminya. Gugatan cerai itu diputus oleh 

Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 23 Februari 2023. Kemudian 

masih dalam bulan yang sama Februari 2023, Zaenal Anwar beserta 

keluarganya mendatangi kediaman Tri Mulyasih dengan tujuan ingin 

melakukan hubungan yang lebih serius kejenjang pernikahan kemudian pihak 

dari Tri Mulyasih menerima atas ajakan tersebut dan pada saat itu juga 

diputuskan tanggal pernikahan mereka yang akan dilaksanakan pada tanggal 

15 Mei 2023, tetapi pada saat mendaftarkan pernikahannya ternyata pada 

tanggal itu, Tri Mulyasih masih menjalani masa ‘iddahnya pendaftaran itu 

ditolak oleh petugas KUA, kemudian Zaenal Anwar dan Tri Mulyasih 

mendaftar ulang pernikahannya setelah Tri selesai dari masa ‘iddah yaitu 

pada tanggal 23 Mei 2023. 

Menurut penuturannya Zaenal Anwar mengetahui bahwa Tri 

Mulyasih dalam masa ‘iddah. Ditanya mengenai masa ‘iddah Tri Mulyasih 

mengetahui lama masa ‘iddah yang harus dilakukan, tetap pada saat ditanya 
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mengenai larangan dalam masa ‘iddah dan hal yang dilarang dalam khitbah 

atau peminangan, Tri Mulyasih tidak mengetahui hal tersebut. Ketika ditanya 

mengenai apakah ibu menerapkan aturan-aturan dalam masa ‘iddah ia 

menjawab pada saat menjalani masa ‘iddah ia melakukan kegiatan sehari-hari 

seperti biasanya. Ditanya mengenai alasan dan faktor untuk mensegerakan 

pernikahannya narasumber menjawab untuk menghindari timbulnya fitnah 

dari orang lain.
79

  

Pasangan pendaftar nikah yang kedua yaitu Ponirin dan Paryatin. 

Kemudian peneliti mewawancarai kepada mereka terkait proses saling 

mengenal hingga rencana mereka melakukan pernikahan. Berdasarkan 

penjelasan dari narasumber Ponirin adalah seorang duda dari tahun 2014 dan 

Paryatin adalah seorang janda, dikarenakan Paryatin mengajukan gugatan 

perceraian terhadap mantan suaminya, gugat cerai itu diputus Pengadilan 

Agama Kebumen pada tanggal 12 Februari 2024. Berdasarkan penjelasan 

mereka, Ponirin memiliki hubungan setelah Paryatin cerai dari suaminya. 

Berdasarkan penuturan dari Ponirin ia mengetahui bahwa pada saat 

melakukan pendekatan kepada Paryatin ia sedang menjalani masa ‘iddah 

tetapi Paryatin tidak menolak atas pendekatan tersebut dan masyarakat sekitar 

pun tidak ada yang menegur atas pendekatan yang dilakukan oleh Ponirin 

kepada Paryatin. Setelah dirasa memiliki kecocokan pada bulan Maret 2024 

Ponirin mengajak Paryatin untuk menikah tetapi dengan ucapan “ayo kita 

lanjutkan hubungan ini ke jenjang serius pernikahan” Paryatin menolak atas 
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dasar dia sedang menjalani masa ‘iddah, dan pernikahan terjadi setelah masa 

‘iddah Paryatin selesai dilakukan pada Hari Rabu, 5 Juni 2024. 

Ditanya mengenai khitbah narasumber mengetahui itu tetapi untuk 

hal yang dilarang dalam khitbah ia tidak mengetahui. Peneliti bertanya 

bagaimana keseharian Paryatin menjalani masa ‘iddah narasumber menjawab 

ia menjalani kesehariannya biasa saja seperti sedang tidak menjalani ‘iddah 

bahkan ia bekerja sebagai pedagang seperti biasa. Terkait pertanyaan alasan 

untuk melakukan pernikahan narasumber menjawab karena memiliki 

kecocokan dan telah yakin untuk melakukan pernikahan. Faktor mereka 

untuk mensegerakan pernikahan narasumber menjawab karena untuk 

menghindari fitnah dari masyarakat dikarenakan Ponirin yang berstatus duda 

dan Paryatin yang berstatus janda.  Menurut penuturan Paryatin, ia 

mengetahui lama masa ‘iddah yang dijalani olehnya dan mengetahui kapan 

masa ‘iddah itu berakhir, sehingga mereka dapan melakukan pernikahan.
80

 

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa 

masyarakat Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen masih kurang 

pemahamannya mengenai khitbah yang sesuai dengan syariat Islam dan 

pemahaman mengenai masa ‘iddah serta larangan dan peraturan yang harus 

dilaksanakan ketika seseorang perempuan menjalani masa ‘iddah. 

Berdasarkan ajakan Ponirin kepada Paryatin dengan ucapan “ayo kita 

lanjutkan hubungan ini ke jenjang serius pernikahan” menurut analisis 

penulis hal itu termasuk dalam khitbah secara terang-terangan (sharih) karena 
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Ponirin dengan ucapan yang jelas mengajak Paryatin untuk menikah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

narasumber, mereka hanya mengetahui bahwa larangan dalam masa ‘iddah 

yaitu hanya dilarang untuk menikah. Mereka tidak mengetahui bahwa 

perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah dilarang keluar rumah dan harus 

membatasi diri seperti halnya memakai wewangian, perhiasan, dan 

membatasi hubungannya terhadap laki-laki lain. 

Praktik peminangan yang terjadi oleh narasumber Tri Mulyasih dan 

Zaenal Anwar terjadi secara terang-terangan keluarga Bapak Zaenal Anwar 

mendatangi rumah Tri Mulyasih untuk rembug nikah dan sudah diputuskan 

tanggal pernikahan, pada saat Tri Mulyasih sedang menjalani masa ‘iddah. 

Sedangkan praktik peminangan yang terjadi pada narasumber Paryatin dan 

Ponirin ialah Ponirin mengatakan secara langsung mengajak Paryatin untuk 

menikah dengannya. Menurut analisis penulis ajakan menikah dan rembug 

pernikahan termasuk dalam peminangan. Karena dilihat dari definisinya 

peminangan atau khitbah ialah pernyataan ajakan untuk menikah dari seorang 

laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan 

seseorang yang dipercayai atau secara langsung tanpa perantara.
81

Maka hal 

yang dilakukan oleh Zaenal Anwar dan Ponirin adalah khitbah atau 

peminangan yang dilakukan pada saat Tri Mulyasih dan Paryatin dalam masa 

‘iddah. 
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Alasan Zaenal Anwar dan Ponirin melakukan peminangan dalam 

masa ‘iddah ialah karena untuk menghindari fitnah dari masyarakat dan 

mereka merasa memiliki kecocokan. Alasan tersebut tidak dapat mengubah 

hukum khitbah yang mereka lakukan. Hukum khitbah pada saat masa ‘iddah 

yang mereka lakukan tetaplah haram dan dilarang. Seperti yang telah 

dipaparkan oleh penulis pada penjelasan sebelumnya hal itu diatur dalam al-

Quran surat al-Baqarah ayat 228, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 

12 ayat 1 dan 2, serta pendapat para ahli fikih yang menjelaskan bahwa 

peminangan dalam masa ‘iddah talak raj’i dilarang.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peminangan 

yang dilakukan oleh Zaenal Anwar kepada Tri Mulyasih dan Ponirin kepada 

Paryatin haram dan dilarang dilaksanakan, peminangan itu secara terang-

terangan (sharih) Ponirin mengajak nikah Paryatin dengan ucapan “ayo kita 

lanjutkan hubungan ini ke jenjang serius pernikahan” sedangkan Zaenal 

Anwar dan keluarganya mendatang rumah Tri Mulyasih untuk meminang dan 

merembug tanggal pernikahan. Di dalam al-Qur’an larangan tersebut diatur 

dalam surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi, 

 ۗ   انَْ فُسِكُمْ  ۗ  فِْ  اكَْنَ نْتُمْ  اوَْ  النِّسَاءِۤ  خِطْبَةِ  مِنْ وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِه 
 مَّعْرُوْفًا قَ وْلًَ  تَ قُوْلُوْا انَْ  ۗ  اِلََّ  سِرًّا تُ وَاعِدُوْهُنَّ  لََّ  وَلٰكِنْ  سَتَذْكُرُوْنَ هُنَّ  انََّكُمْ  اللٰ هُ  عَلِمَ 
لُغَ  حَتٰ   النِّكَاحِ  عُقْدَةَ  زمُِوْاتَ عْ  وَلََ  ۗ  ە  ا اَنَّ اللٰ هَ يَ عْلَمُ ۗ  وَاعْلَمُوْ  ۗ   اَجَلَهُ  الْكِتٰبُ  يَ ب ْ

  ا اَنَّ اللٰ هَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۗ  وَاعْلَمُوْ  ۗ  انَْ فُسِكُمْ فاَحْذَرُوْهُ  ۗ  مَا فِْ 
Tidak ada dosa bagimu r atas kata sindiran u rntu rk me rminang 

perrermpu ran-perre rmpu ran atau r (keringinan me rnikah) yang kamu r 

sermbu rnyikan dalam hati. Allah me rngertahu ri bahwa kamur akan 

me rnye rburt-nye rbu rt merrerka. Akan te rtapi, janganlah kamu r berrjanji 

sercara diam-diam urnturk (me rnikahi) me rrerka, kercu rali serkadar 
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me rngurcapkan kata-kata yang patu rt (sindiran). Jangan pu rlalah kamu r 

me rnertapkan akad nikah serberlu rm be rrakhirnya masa iddah. Ke rtahurilah 

bahwa Allah me rngertahuri apa yang ada dalam hatimu r. Maka, takurtlah 

kerpada-Nya. Ke rtahurilah bahwa Allah Maha Pe rngampu rn 

lagi Maha Pernyantu rn.
82

 

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan secara jelas larangan menetapkan 

akad nikah sebelum masa ‘iddah seperti yang telah dilakukan oleh Zaenul 

Anwar kepada Tri Mulyasih yaitu menetapkan tangggal pernikahan mereka 

hal tersebut dilarang. Dan ucapan secara jelas ajakan menikah yang dilakukan 

oleh Ponirin kepada Paryatin juga dilarang dalam ayat tersebut.  

Kemudian dalam Kompilasi Hurkurm Islam KHI jurga dije rlaskan pasal 

12 ayat 1 dan 2 “perminangan dapat dilakurkan te rrhadap se rorang wanita yang 

masih pe rrawan atau r te rrhadap janda yang te rlah habis masa ‘iddahnya. Wanita 

yang ditalak surami yang masih be rrada dalam masa ‘iddah raj’i, haram dan 

dilarang u rnturk dipinang”. Dalam pasal tersebut dijelaskan larangan 

meminangan perempuan yang berada dalam masa ‘iddah raj’i oleh suaminya. 

Sedangkan hal yang terjadi Zaenal Anwar meminang Tri Mulyasih dan 

Ponirin meminang Paryatin, perempuan tersebut sedang menjalani masa 

‘iddah talak raj’i atau talak ke satu dengan mantan suaminya. Maka 

peminangan yang dilakukan Zaenal Anwar dan Ponirin dilarang berdasarkan 

pasal 12 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. 

Peminangan itu dilarang dan dapat dilaksanakan ketika masa ‘iddah 

Tri Mulyasih dan Paryatin telah habis. Hal ini dikarenakan mantan suami Tri 
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Mulyasih dan Paryatin memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah 

tertalak raj’i selama masih menjalani masa ‘iddah tersebut. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa syariat Islam berusaha 

menyelamatkan pernikahan yang sudah terikat antara suami istri. Tidak ada 

perkara halal yang lebih dibenci oleh Allah SWT selain talak. Karena hal 

tersebut, apabila suami menginginkan rujuk maka istri juga harus memenuhi 

keinginan suaminya, asalkan tujuan rujuk itu untuk membenahi hubungan 

pernikahan mereka.
83

 

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendaftaran Nikah di KUA atas 

Perempuan yang di-Khitbah dalam Masa ‘Iddah 

Pendaftaran nikah adalah suatu proses dimana calon pengantin 

mendatangi kantor untuk mendaftarkan pernikahannya. Calon pengantin di 

kantor tersebut melakukan penyerahan dokumen persyaratan nikah. 

Pencatatan dan pengelolaan dokumen administrasi pernikahan yang dilakukan 

oleh pegawai. Setelah proses pencatatan nikah selesai pegawai akan 

melakukan penjadwalan ijab kabul. Proses terakhir yaitu pembuatan laporan 

pernikahan seperti buku nikah dan lainnya.
84

 Setelah penulis melakukan 

penelitian dan observasi di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.  

Peneliti menjumpai kasus dimana pendaftar nikah yang masih dalam masa 

‘iddah mendaftarkan dirinya dengan calon istrinya untuk melaksanakan 

pernikahan. Seperti dalam kasus Zaenal Anwar dan Tri Mulyasih yang 
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mendaftarkan nikah di KUA Kecamatan Sruweng yang pada saat itu Tri 

Mulyasih sedang menjalani masa ‘iddah dengan mantan suaminya. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada narasumber 

penelitian ini yaitu kepala sekaligus penghulu KUA Kecamatan Sruweng 

Kabupaten Kebumen yaitu bapak H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd., beliau 

menjelaskan pernah menjumpai pendaftar nikah yang masih menjalani masa 

‘iddah di KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Menanggapi hal 

tersebut beliau menyarankan tidak boleh didaftarkan karena dalam masa 

‘iddah (masa menunggu) beliau juga menjelaskan bahwa perempuan yang 

masih dalam masa ‘iddah untuk dilamar saja tidak dibolehkan apalagi 

mendaftarkan nikah. Terkait pertanyan apakah masyarakat Kecamatan 

Sruweng sudah menjalankan masa ‘iddah sesuai dengan syariat Islam atau 

belum, penuturan beliau ialah untuk mengetahui hal tersebut harus 

dilaksanakan wawancara secara langsung kepada masyarakat. Tetapi secara 

prinsip KUA menganggap masyarakat harus tahu dan sudah tau terkait masa 

‘iddah, walaupun jika ditelusuri menurut bapak H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd. 

selaku kepala dan penghulu KUA Kecamatan Sruweng banyak masyarakat 

yang tidak tahu, mereka hanya tahu setelah perceraian mereka dapat menikah 

lagi, dan menurut mereka ketika sudah bercerai dan telah mendapat akta cerai 

dari pengadilan mereka menganggap sudah dapat menikah lagi dan tidak 

sedikit masyarakat langsung membawa berkasnya ke KUA.
85
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Menurut penuturan bapak H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd. terkait 

dilarangnya mendaftarkan nikah pada saat masa ‘iddah. Larangan tersebut 

didasarkan atas dasar syar’i karena dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan 

menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Beliau menggunakan 

dasar pada pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan untuk meneriman dan menolak 

sebuah berkas yang terkait dengan syar’i termasuk ketika seseorang yang 

masih dalam masa ‘iddah kemudian mendaftar nikah maka pihak KUA 

berwenang untuk menolaknya. Penuturan beliau karena dalam UU 

Perkawinan pasal 2 ayat 1 sudah jelas bahwa pernikahan sah apabila sesuai 

dengan agamanya masing-masing. Dan secara hukum syar’i sudah jelas jika 

perempuan dalam masa ‘iddah tidak boleh dipinang apalagi menikah.
86

 

Bapak H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd. menuturkan bahwa alasan 

hukum yang digunakan oleh masyarakat karena hanya mendaftar nikah saja 

bukan untuk melakukan pernikahan pada hari itu juga. Beliau menuturkan 

bahwa mendaftar nikah dalam masa ‘iddah tidak boleh begitupun 

peminangan dalam masa ‘iddah juga dilarang. Menurut beliau secara logika 

ketika seseorang mendaftar nikah berarti orang tersebut sudah dilamar. 

Terkait pertanyaan tindakan yang diambil pihak KUA terkait pendaftaran 

nikah dalam masa ‘iddah, beliau menjelaskan pihak KUA menolak berkas 

tersebut dan mengembalikannya jika telah selesai masa ‘iddahnya baru 

pendaftar boleh melakukan pendaftaran nikah. Beliau menuturkan bahwa 
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mengajak seseorang perempuan untuk menikah atau mendaftar nikah sama 

halnya dengan peminangan. Karena definisi peminangan itu sendiri adalah 

mengajak seseorang perempuan untuk dinikahi. Beliau juga menuturkan 

bahwa pendaftaran nikah berada di posisi antara peminangan dan akad nikah. 

Masyarakat banyak yang tidak menyadari bahwa mendaftar nikah berada 

ditengah konsep antara peminangan serta akad nikah dan hal tersebut mereka 

merasa tidak bermasalah jika pendaftaran nikah dalam masa ‘iddah 

dilakukan.
87

 

Maka berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat 

dipahami bahwa masyarakat Kecamatan Sruweng masih minim 

pengetahuannya mengenai masa ‘iddah sehingga pernah dijumpai seseorang 

yang mendaftar nikah yang sedang menjalani masa ‘iddah di KUA 

Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.  

Terkait hukum terhadap pendaftaran nikah dalam masa ‘iddah. KUA 

Kecamatan Sruweng melarang hal tersebut dilakukan, kepala sekaligus 

penghulu KUA Kecamatan Sruweng Bapak H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd. 

menggunakan dasar UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 untuk larangan mendaftar 

nikah dalam masa ‘iddah. Dalam pasal tersebut dijelaskan perkawinan sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya. Sedangkan ajakan menikah sama saja dengan meminang 

karena definisi peminangan adalah ajakan laki-laki kepada perempuan untuk 

dijadikan istri. 
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Peminangan dan pendaftaran nikah merupakan rangkaian dari proses 

pernikahan atau perkawinan, maka apabila pendaftaran nikah dilakukan pada 

masa ‘iddah dan sebelum dilakukan pendaftaran nikah terdapat ajakan 

seseorang laki-laki kepada perempuan untuk mendaftar nikah, maka hal 

tersebut dilarang dilakukan karena ajakan untuk mendaftar nikah memiliki 

arti yang sama dengan peminangan. Beradasarkan penuturan Bapak H. 

Miftahudin, S.H.I., M.Pd., KUA Kecamatan Sruweng menolak pendaftaran 

nikah yang dilakukan oleh perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah, 

mereka dapat mendaftarakan pernikahan ketika masa ‘iddah perempuan itu 

telah habis. Karena perempuan yang masih dalam masa ‘iddah memiliki hak 

untuk dirujuk oleh mantan suaminya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penelitian dan analisi yang dilakukan oleh penulis pada bab 

sebelumnya mengenai persoalan tinjauan hukum Islam terhadap khitbah 

perempuan dalam masa ‘iddah studi pendaftaran nikah di KUA Kecamatan 

Sruweng Kabupaten Kebumen, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

dalam penelitian ini yang dapat menjawab rumusan masalah yang sudah 

ditulis oleh penulis di bab awal. Kesimpulan tersebut, ialah: 

1. Berdasarkan penelitian dan analisis atas kasus yang terjadi ternyata 

memang di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dijumpai dan 

benar terjadi praktik peminangan antara seseorang laki-laki dengan 

perempuan yang masih dalam masa ‘iddah, hal itu terjadi karena 

ketidaktahuan larangan mengkhitbah perempuan dalam masa ‘iddah. 

Peminangan itu dalam hukum Islam dilarang dan haram. Dilarangnya hal 

itu berlandaskan al-Quran surat al-Baqarah ayat 235, hadis nabi, KHI 

pasal 12 ayat 1 dan 2, serta pendapat para ahli fikih. Dilarangnya hal 

tersebut karena mantan suami dari perempuan yang dalam masa ‘iddah 

memiliki hak untuk rujuk, terutama perempuan yang dalam masa ‘iddah 

talak raj’i. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pendaftaran nikah pada saat masa ‘iddah 

di KUA hukumnya dilarang, pihak KUA Kecamatan Sruweng 

menggunakan dasar hukum syar’i dan UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 
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terkait larangan pendaftaran nikah dalam masa ‘iddah. Hal tersebut 

dilarang karena ketika hendak melakukan pendaftaran nikah pasti sudah 

terjadi akad kesepakatan antara laki-laki dan perempuan itu untuk 

menikah, akad tersebut dapat dikatakan khitbah. Dan sebelum proses 

pendaftaran nikah dilakukan pasti terdapat proses khitbah atau ajakan 

untuk menikah antara laki-laki dengan perempuan tersebut. Dalam 

hukum Islam hal tersebut dilarang karena mantan suami dari perempuan 

yang masih dalam masa ‘iddah memiliki hak untuk merujuknya, pada 

saat masa ‘iddah masih berlangsung. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memiliki 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah sebaiknya 

mengetahui hal apa saja yang dilarang dalam masa ‘iddah agar dapat 

melakukan hal-hal yang diwajibkan pada masa itu. Sehingga dapat 

menjalankan masa ‘iddah sesuai dengan syariat Islam. 

2. Bagi Kantor Urusan Agama, tokoh agama, dan masyarakat setempat 

hendaknya lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat yang 

masih awam terkait penjelasan mengenai masa ‘iddah, agar masyarakat 

yang sedang menjalani masa ‘iddah mengetahui sesuatu yang diwajibkan 

dan sesuatu yang diharamkan ketika sedang menjalani masa ‘iddah, 

sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum, baik itu 
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pelanggaran hukum Islam ataupun hukum positif yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Hasil Wawancara Kepada Kepala Sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Sruweng  

Narasumber : H. Miftahudin, S.H.I., M.Pd. 

Tanggal        : 1 Juli 2024 

Pukul           : 11.15-11.26 WIB 

Alamat         : KUA Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 

Hasil wawancara sebagai berikut: 

Peneliti         : Bagaimana praktik masa iddah pada masyarakat Kecamatan 

Sruweng? 

Narasumber : kalau pertanyaannya begitu mungkin kita perlu mengadakan 

wawancara juga kepada masyarakat. Tetapi secara prinsip KUA 

tetap menganggap masyarakat harus tahu, sudah tau dan harus tau 

terkait dengan masa iddah yang ada. Walaupun kalau ditelusuri ya 

banyak yang tidak tau. 

Peneliti         : Apakah hukum iddah telah diketahui secara umum oleh masyarakat 

Kecamatan Sruweng? 

Narasumber : Mungkin kita perlu mengadakan wawancara juga kepada 

masyarakat. Tetapi secara prinsip KUA tetap menganggap 

masyarakat harus tahu, sudah tau dan harus tau terkait dengan 

masa iddah yang ada. Walaupun kalau ditelusuri ya banyak yang 

tidak tau. Taunya setelah perceraian bisa menikah lagi. Karena 

ketika sudah bercerai itu ketika mendapat akta perceraian dari 

pengadilan sudah dianggap bisa melaksanakan nikah. Dan tidak 

sedikit yang berkasnya itu langsung dibawa ke KUA. Masyarakat 

awam banyak yang ngga tau 



 
 

 

Peneliti         : Bagaimana hukum melakukan pendaftaran nikah ketika mempelai 

perempuan dalam masa iddah? 

Narasumber : Dilarang. Menurut saya larangan itu didasarkan yang pertama 

karena syar’i, karena pernikahan hanya sah apabila dilaksanakan 

menurut agama dan keyakinan masing-masing dalam UU 

Perkawinan pasal 2 ayat 1. Berarti undang-undang itu, pasal itu 

menjadi dasar kita untuk menerima dan menolak sebuah berkas 

yang terkaitnya dengan syar’i termasuk ketika orang masih dalam 

masa ‘iddah terus mendaftar, itu menurut saya kita berwenang 

untuk menolaknya, karena aturan undang-undangnya jelas dan 

dalam syar’i juga jelas kalau dalam masa ‘iddah tidak boleh 

dipinang apalagi menikah. 

Peneliti         : Apakah mendaftarkan nikah atau mengajak seseorang perempuan 

menikah hal tersebut dapat dikatakan kitbah/peminangan? 

Narasumber   : Iya sudah jelas, ketika sudah rembugan atau merencanakan nikah 

itu sama saja dengan peminangan “kamu mau ngga jadi istri saya, 

iya, iya besok kita nikah daftar tanggal sekian ya” misalnya. Itu 

sama saja mengkhitbah seseorang perempuan. 

Peneliti          : Bagaimana hukum mengkhitbah perempuan dalam masa iddah? 

Narasumber   : Dilarang larangan itu didasarkan yang pertama karena syar’i, 

karena pernikahan hanya sah apabila dilaksanakan menurut 

agama dan keyakinan masing-masing dalam UU Perkawinan pasal 

2 ayat 1. 

Peneliti    : Tindakan apa yang diambil oleh pihak KUA ketika adanya 

pendaftaran nikah mempelai perempuan masih dalam iddah? 

Narasumber : dari awal memang saya menyarankan untuk tidak boleh didaftarkan 

karena masih dalam masa iddah berarti kan masih dalam 

menunggu. Dilamar saja tidak boleh apalagi didaftarkan. 



 
 

 

Hasil Wawancara Kepada Pendaftar Nikah Dalam Masa ‘Iddah 

Narasumber : Ponirin 

Tanggal        : 30 Juni 2024 

Pukul           : 13.15-14.22 WIB 

Alamat         : Desa Donosari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen 

Hasil wawancara sebagai berikut: 

Peneliti         : Apakah bapak mengetahui tentang khitbah (peminangan)? 

Narasumber : Iya tau 

Peneliti     : Apakah bapak mengetahui tatacara khitbah yang sesuai dengan 

syariat Islam, dan bagaimana proses khitbah yang bapak/ibu 

lakukan? 

Narasumber : Iya mengetahui, khitbah seperti pada umumnya mendatangkan 

kedua keluarga dan kerabatnya. 

Peneliti    : Apakah bapak mengetahui hal yang dilarang dalam khitbah 

(peminangan)? 

Narasumber  : Tidak tau 

Peneliti         : Apakah bapak mengetahui tentang masa iddah? 

Narasumber  : Iya mengetahui 

Peneliti         : Apakah bapak mengetahui larangan dalam masa iddah? 

Narasumber : Iya tau, saya mengetahui ketika perempuan dalam masa ‘iddah 

dilarang untuk dinikahi 

Peneliti        : Apa yang menjadi alasan bapak melakukan pendaftaran nikah pada 

saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah? 



 
 

 

Narasumber : Yang pertama merasa cocok, yang kedua yakin, yang ketiga cinta, 

satu jalan dan pemikiran 

Peneliti      : Apa saja yang menjadi faktor bapak untuk mensegerakan pernikahan 

pada saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah? 

Narasumber : karena sudah ingin dan setuju, menghindari fitnah juga iya. Karena 

duda dan janda lebih rawan dipandang masyarakat kurang bagus, 

dan menjaga image. Intinya yakin kalo tidak yakin kan tidak 

mungkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Narasumber : Paryatin 

Tanggal        : 30 Juni 2024 

Pukul           : 14.24-15.05 WIB 

Alamat         : Desa Donosari, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen 

Hasil wawancara sebagai berikut: 

Peneliti         : Apakah ibu mengetahui tentang khitbah (peminangan)? 

Narasumber : Iya tau 

Peneliti       : Apakah ibu mengetahui tatacara khitbah yang sesuai dengan syariat 

Islam, dan bagaimana proses khitbah yang bapak/ibu lakukan? 

Narasumber: Iya mengetahui, khitbah dilakukan seperti pada umumnya 

mendatangkan kedua keluarga dan kerabatnya. 

Peneliti  : Apakah ibu mengetahui hal yang dilarang dalam khitbah 

(peminangan)? 

Narasumber : Tidak tau 

Peneliti         : Apakah ibu mengetahui tentang masa iddah? 

Narasumber  : Iya mengetahui 

Peneliti      : Apakah ibu menerapkan aturan dalam masa iddah ketika sudah 

dicerai oleh suami baik cerai mati/ cerai hidup? 

Narasumber : ketika saya menjalani masa iddah. Saya melakukan kegiatan seperti 

hari biasanya berjualan diwarung saya. 

Peneliti         : Apakah ibu mengetahui larangan dalam masa iddah? 

Narasumber : Iya mengetahui dilarang menikah ketika masih dalam masa ‘iddah, 

boleh menikah ketika masa ‘iddah selesai. 



 
 

 

Peneliti        : Apa yang menjadi alasan ibu melakukan pendaftaran nikah pada 

saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah? 

Narasumber  : Yang pertama merasa cocok, yang kedua yakin, yang ketiga cinta, 

satu jalan dan pemikiran. 

Peneliti         : Apa saja yang menjadi faktor ibu untuk mensegerakan pernikahan 

pada saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah? 

Narasumber  : Karena sudah ingin dan setuju, menghindari fitnah juga iya. 

Karena duda dan janda lebih rawan dipandang masyarakat kurang 

bagus, dan menjaga image. Intinya yakin kalo tidak yakin kan tidak 

mungkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Narasumber : Tri Mulyasih 

Tanggal        : 30 Juni 2024 

Pukul           : 16.04-16.29 WIB 

Alamat         : Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen 

Hasil wawancara sebagai berikut: 

Peneliti         : Apakah ibu mengetahui tentang khitbah (peminangan)? 

Narasumber : Iya tau. 

Peneliti       : Apakah ibu mengetahui tatacara khitbah yang sesuai dengan syariat 

Islam, dan bagaimana proses khitbah yang bapak/ibu lakukan? 

Narasumber : Iya mengetahui, khitbah seperti biasanya dari keluarga Zaenal 

Anwar dating untuk meminang dan pada hari itu juga merembug 

hari pernikahan. 

Peneliti  : Apakah ibu mengetahui hal yang dilarang dalam khitbah 

(peminangan)? 

Narasumber : Tidak tau 

Peneliti         : Apakah ibu mengetahui tentang masa iddah? 

Narasumber  : Iya saya tau, masa iddah saya selama 3 bulan 

Peneliti     : Apakah ibu menerapkan aturan dalam masa iddah ketika sudah 

dicerai oleh suami baik cerai mati/ cerai hidup? 

Narasumber  : Saya melakukan hari-hari pada masa iddah seperti biasanya 

Peneliti          : Apakah ibu mengetahui larangan dalam masa iddah? 

Narasumber : Belum tau, saya mengetahui setelah saya dijelaskan oleh ibu 

mertua sekarang 



 
 

 

Peneliti      : Apa yang menjadi alasan ibu melakukan pendaftaran nikah pada 

saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah? 

Narasumber  : untuk memperbaiki dan menghindari omongan dari tetangga 

Peneliti        : Apa saja yang menjadi faktor ibu untuk mensegerakan pernikahan 

pada saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah? 

Narasumber  : untuk memperbaiki dari hubungan pernikahan sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pedoman Wawancara kepada Pendaftar Nikah 

1. Apakah ibu/bapak mengetahui tentang khitbah (peminangan)? 

2. Apakah ibu/bapak mengetahui tatacara khitbah yang sesuai dengan syariat 

islam, dan bagaimana proses khitbah yang bapak/ibu lakukan? 

3. Apakah ibu/bapak mengetahui hal yang dilarang dalam khitbah 

(peminangan)? 

4. Apakah ibu/bapak mengetahui tentang masa iddah? 

5. Apakah ibu/bapak mengetahui larangan dalam masa iddah? 

6. Apakah ibu menerapkan aturan dalam masa iddah ketika sudah dicerai 

oleh suami baik cerai mati/ cerai hidup? 

7. Apa yang menjadi alasan ibu/bapak melakukan pendaftaran nikah pada 

saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah? 

8. Apa saja yang menjadi faktor ibu/bapak untuk mensegerakan pernikahan 

pada saat calon pengantin perempuan masih dalam masa iddah? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pedoman Wawancara kepada Penghulu dan Kepala KUA 

1. Bagaimana praktik masa iddah pada masyarakat Kecamatan Sruweng? 

2. Apakah hukum iddah telah diketahui secara umum oleh masyarakat 

Kecamatan Sruweng? 

3. Bagaimana hukum melakukan pendaftaran nikah ketika mempelai 

perempuan dalam masa iddah? 

4. Apakah mendaftarkan nikah atau mengajak seseorang perempuan menikah 

hal tersebut dapat dikatakan kitbah/peminangan? 

5. Bagaimana hukum mengkhitbah perempuan dalam masa iddah? 

6. Tindakan apa yang diambil oleh pihak KUA ketika adanya pendaftaran 

nikah mempelai perempuan masih dalam iddah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Dokumentasi wawancara 

dengan bapak H. Miftahudin, 

S.H.I, M.P.d. 
 

 

 

 

    

 

2. Dokumentasi wawancara 

dengan Ibu Tri Mulyasih 

 

 

 

 

 

3. Dokumentasi wawancara 

dengan Ibu Paryatin dan Bapak 

Ponirin 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi berkas pendaftaran nikah Ibu Tri Mulyasih dan Bapak Zaenul 

Anwar dan akta cerai Ibu Tri Mulyasih 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi berkas pendaftaran nikah Ibu Paryatin dan Bapak Ponirin dan akta 

cerai Ibu Paryatin 
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